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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh perkenaannya sehingga 

kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2019-2024 sebagai arah dan pedoman dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan selama 5(lima) tahun kedepan. Rencana strategis ini bersifat 

menyeluruh dan terukur serta menyelaraskan rencana yang dihasilkan melalui rapat perencanaan di 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud. Penetapan 

Rencana Strategis menjadi produk hukum dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga mengikat semua pihak 

untuk melaksanakannya. 

 

 Dalam penyusunan Renstra ini, disadari  bahwa masih terdapat begitu banyak kekurangan yang 

perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan 

demi penyempurnaan penyusunan Renstra ini ke depan.  

 

 

 

  Melonguane,                         2020 

  KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 
  DAN KELUARGA BERENCANA 
  KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, 
 

 

 

 MEYKE MAATUIL, S.Kep, NS, MM 

 PEMBINA UTAMA MUDA 

 NIP. 19670528 199011 2 002 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1  Latar  Belakang 

 Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang- undang tersebut juga menekankan 

bahwa pembangunan daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya 

saing daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah 

sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. 

 Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan 

oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan 

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan 

rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan 

dan kewenangan pemerintah daerah. 

 Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang memuat 

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program dan kegiatan 

perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 

disusun dengan berpedoman  pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025. Oleh karena itu Renstra 

menekankan tentang pentingnya menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah terpilih kedalam 

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat 

serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 

(lima) tahun kedepan dan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. 

 Proses penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui pendekatan sebagaimana 

diatur Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang- Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :  

1) Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan 

sasaran pembangunan Daerah; 

2) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; 

3) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam 

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; 

4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam 

musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Tingkat Kota, Tingkat 

Provinsi, hingga nasional. 
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 Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020-2025 disusun secara berkesinambungan 

sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun terkait penyusunan 

program dan kegiatan pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020-2025 telah 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana terdapat banyak perubahan  

dibandingkan dengan Permendagri sebelumnya. Usulan Program dan Kegiatan ini pun sudah terintegrasi dengan 

program       e-planning melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).  

1.2 Landasan Hukum 

 Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian 

Penduduk dan KB  Kab. Kepl. Talaud Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4183);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

 

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi 

Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);  
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9.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

11.  Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 4815); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan; 

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud;  

17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 72/PER/B5/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 

18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 163 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di 

ProvinsI, Kabupaten dan Kota; 

19. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Kepl. Talaud Tahun 2020 - 2025, 

dimaksudkan sebagai pedoman sekaligus menjadi acuan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan 

sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang 

dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis. koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di 

dalam satu pola sikap dan pola tindak. 

 

 Adapun  tujuan  penyusunan  Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB  Kab. Kepl. Talaud  Tahun  

2020-2025  adalah untuk : 

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis 

daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebagai dasar prioritas penanganan 
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pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. 

2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 

di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Kepl. Talaud selama kurun waktu 2020-2025;  

3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi 

oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan; 

4. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) PD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 

Kab. Kepl. Talaud; 

5. Menjadi alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan instrumen mengukur 

tingkat pencapaian kinerja PD selama 5 (lima) tahun; 

6. Pedoman penilaian keberhasilan penyelenggaran pemerintahan daerah. 
 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Kepl. Talaud  Tahun  2020-2025  terdiri  atas  9  

(sembilan)  bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

  1.1  Latar Belakang 

  1.2 Landasan Hukum 

  1.3 Maksud dan Tujuan 

  1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II  Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

  2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

  2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

  2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

  2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

BAB III  Permasalahan dan Isu-Isu Strategis PD 

  3.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

    Pelayanan PD 

  3.2   Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala  

    Daerah Terpilih 

3.3    Telahaan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi 

  3.4   Telahaan RTRW dan KHLS 

  3.5  Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV  Tujuan dan Sasaran 

  4.1   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD 

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan 

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

BAB VIII Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 

 Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan Tipe B maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut: 

 

A. Tugas: 

 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud. 

 

B. Fungsi: 

 1.  Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga;  

 2.  Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga 

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

 3.  Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk  

 4.  Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; 

 5.  Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga 

berencana;  

 6.  Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;  

 7.  Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;  

 8.  Pelaksanaan pelayanan KB; 

 9.  Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan 

pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

 10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;  

 11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional. 
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C. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten tipe B terdiri 

dari:  

a. Sekretariat;  

b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;  

c. Bidang Keluarga Berencana;  

d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 

 

a. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten 

Kepulauan Talaud. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:  

1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah; 

KABID 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 
PENYULUHAN DAN 

PENGGERAKAN 

KASIE  
ADVOKASI DAN 
PENGGERAKAN 

KASIE  

PENYULUHAN DAN 
PENDAYAGUNAAN 

PLKB DAN KADER KB 

KASIE  
PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 
INFORMASI KELUARGA 

KABID  
KETAHANAN DAN 
KESEJAHTERAAN 

KELUARGA 

KASIE  
PEMBERDAYAAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA 

KASIE  

BINA KETAHANAN 
KELUARGA BALITA, 
ANAK DAN LANSIA 

KASIE  
BINA KETAHANAN 

REMAJA 

 
UPTD 

 

KEPALA DINAS 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

 

SEKRETARIS 

KASUBAG 
PERENCANAAN, 

PELAPORAN DAN 
KEUANGAN 

 
KASUBAG  

TATA USAHA 

 
KABID KELUARGA 

BERENCANA 

KASIE  
PENGENDALIAN DAN 
PENDISTRIBUSIAN 

ALOKON 

KASIE  

JAMINAN PELAYANAN 
KB 

KASIE  
PEMBINAAN DAN 

PENINGKATAN 
KESERTAAN BER KB 
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2. Penyusunan rencana program dan anggaran; 

3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta 

hubungan masyarakat;  

4. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan 

pengelolaan sarana. 

 

Sekretariat terdiri atas:  

a. subbagian perencanaan dan keuangan  

b. subbagian tata usaha  

 

(1) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana 

program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan 

daerah serta sarana program di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

kabupaten. 

(2)  Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi. 

 

b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan  

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis 

dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di kabupaten dan kota. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

menyelenggarakan fungsi:  

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, 

Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, 

Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

3. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan 

Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas 

penduduk; 

5.  Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;  

6. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat 

kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  

7.  Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);  

8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, 

Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

9. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, 

Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  

10. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 

 

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas:  
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a. Seksi Advokasi dan penggerakan  

b. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB  

c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga  

 

(1)  Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan Advokasi dan penggerakan.   

(2) Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP. 

(3)  Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga. 

 

c. Bidang Keluarga Berencana  

 Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga 

berencana di kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga Berencana 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana; 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana; 

3. Pelaksanaan penyelenggaran norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana; 

4. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat, obat kontrasepsi (alokon) 

di Kabupaten Kepulauan Talaud; 

5. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Kepulauan Talaud; 

6. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten Kepulauan Talaud; 

 

 

7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana; 

8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana; 

9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 

 

Bidang Keluarga Berencana terdiri atas:  

a. Seksi Pengendalian dan pendistribusian alokon  

b. Seksi Jaminan Pelayanan KB  

c. Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB  

 

(1) Seksi Pengendalian dan pendistribusian alokon mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten Kepulauan Talaud.  
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(2) Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

jaminan pelayanan KB di Kabupaten Kepulauan Talaud. 

(3) Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, 

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan 

dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber – KB. 

 

d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:  

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

2. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;  

3. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita; 

4. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan kerahanan remaja;  

5. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;  

6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro 

keluarga; 

7. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;  

8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;  

9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.  

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:  

a.  Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera  

b.  Seksi bina ketahanan kel balita, anak dan lansia  

c.  Seksi bina ketahanan remaja  

 

(1) Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, 

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan 

dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera. 

(2) Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 

pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia.  

(3) Seksi bina ketahanan remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

pembinaan ketahanan remaja. 

 

 

2.2  Sumber Daya PD   

2.2.1  Sumber Daya Aparatur 

 Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud 

per April 2020 terdiri dari: 
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Tabel 1. Menurut Jenis Kepegawaian  

No Jenis Kepegawaian Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Aparatur Sipil Negara (ASN) 5 Orang 17 Orang 22 Orang 

2 Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Orang - 1 Orang 

Total 6 Orang 17 Orang 23 Orang 

 

Tabel 2. Klasifikasi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan  

No Jenis Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 S2 1 Orang 1 Orang 2 Orang 

2 S1 2 Orang 8 Orang 10 Orang 

3 DIII - 3 Orang 3 Orang 

5 SMA/SMK/Sederajat 2 Orang 4 Orang 6 Orang 

6 SD 1 Orang - 1 Orang 

Total 6 Orang 16 Orang 22 Orang 

 

 

 

Tabel 3. Klasifikasi Pegawai Menurut Pangkat/Gol. 

No Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 IV 2 Orang 4 Orang 6 Orang 

2 III 1 Orang 10 Orang 11 Orang 

3 II 2 Orang 2 Orang 4 Orang 

4 I - - - 

Jumlah 5 Orang 16 Orang 21 Orang 

 

 

Tabel 4. Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan 

No Jabatan Struktural Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Eselon II b  1 Orang 1 Orang 

2 Eselon III a  1 Orang 1 Orang 

3 Eselon III b 1 Orang 2 Orang 3 Orang 

4 Eselon IV a 2 Orang 9 Orang 11 Orang 

Jumlah 3 Orang 13 Orang 16 Orang 

 

2.2.2  Aset Yang Dikelola 

 Aset yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan 

Talaud per April 2020 dapat dilihat pada lampiran Kartu Inventaris Barang (KIB) B dan    KIB C. Untuk aset yang 

dikelola oleh PD sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat di lampiran Renstra. 

 

2.3  Kinerja Pelayanan PD 

 Kinerja pelayanan PD sampai pada tahun terakhir pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2019 dinilai dengan menggunakan indikator 
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kinerja yang ditetapkan menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berdasarkan Indikator Sasaran Renstra 

Tahun 2014-2019. Hasil evaluasinya adalah sebagai berikut: 
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Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud 

 

No 

Indikator Kinerja Sesuai Tugas 

dan Fungsi Perangkat Daerah 
(Permendagri Nomor 86 Thn 2017) 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun Ke - 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A 
PROGRAM PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

                                    

1 

Persentase perangkat Daerah 
(Dinas/Badan) yang menyusun 
dan memanfaatkan Rancangan 
Induk Pengendalian Penduduk 

      0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 0,00 

2 

Jumlah kebijakan (Peraturan 
Daerah/Peraturan Kepala 
Daerah) yang mengatur tentang 
pengendalian kwantitas dan 
kwalitas penduduk 

      0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 0,00 

3 

Jumlah sektor yang menyepakati 
dan memanfaatkan data profil 
(parameter dan proyeksi 
penduduk) untuk perencanaan 

      0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 0,00 
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dan pelaksanaan program 
pembangunan 

4 

Jumlah kerja sama 
penyelenggaraan pendidikan 
formal, non formal, dan informal 
yang melakukan pendidikan 
kependudukan  

      0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 0,00 

B 
PROGRAM PEMBINAAN 
KELUARGA BERENCANA (KB) 

                                    

1 
Laju Pertumbuhan Penduduk 
(LPP) 

              1,02  
        

1,02  
        

1,02  
        

1,01  
        

1,01  
        

1,03  
        

1,02  
        

1,02  
        1,01  

        
1,01  

99,03 100 100 100 100 

2 Total Fertility Rate (TFR)               1,17  
        

1,16  
        

1,14  
        

1,12  
        

1,00  
        

1,18  
        

1,17  
        

1,15  
        1,13  

        
1,00  

99,15 99,15 99 99,12 100 

3 
Rata-rata jumlah anak per 
keluarga 

              1,24  
        

1,19  
        

1,18  
        

1,14  
        

1,02  
        

1,25  
        

1,17  
        

1,14  
        1,12  

        
1,01  

99,20 98,32 96,61 98,25 99,02 

4 Ratio Akseptor KB             76,25  
      

76,35  
      

76,45  
      

76,55  
      

76,65  
      

72,25  
72,28 

      
72,33  

      72,37  
      

72,46  
94,75 94,67 94,61 94,54 94,53 

5 
Angka pemakai kontrasepsi/CPR 
bagi perempuan menikah usia 
15-19 tahun (ASFR) 15-19)  

            90,00  
      

90,05  
      

90,10  
      

90,15  
      

90,20  
      

84,88  
      

84,90  
      

84,93  
      84,93  

      
84,95  

94,31 94,28 94,26 94,21 94,18 

6 

Angka kelahiran remaja 
(perempuan usia 15-19) per 
1.000 perempuan usia 15-19 
tahun ASFR 15-19) 

            12,60  
      

12,50  
      

12,50  
      

12,40  
      

12,30  
      

12,50  
      

12,47  
      

12,48  
      12,45  

      
12,42  

100,80 99,76 99,84 100,40 100,98 

7 
Cakupan pasangan usia subur 
(PUS) yang istrinya dibawah 20 
tahun 

      5,05 5,01 4,95 4,90 4,85 4,89 4,88 4,89 4,90 4,94 103,27 102,66 101,23 100,00 98,18 

8 
Cakupan (PUS) yang ingin ber-
KB tetapi tidak terpenuhi (unmet 
neet) 

            10,00  
        

9,75  
        

9,55  
        

9,35  
        

9,35  
      

11,51  
      

11,50  
      

11,48  
      11,48  

      
11,47  

86,88 84,78 83,19 81,45 81,52 

9 
Persentase penggunaan 
kontrasepsi jangka panjang 
(MKJP) 

            50,00  
      

50,00  
      

50,05  
      

50,10  
      

50,15  
      

46,10  
      

46,16  
      

46,16  
      46,19  

      
46,21  

92,20 92,32 92,23 92,20 92,14 



RENCANA STRATEGIS DINAS  PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020-2025 

18 

 

10 
Persentase tingkat 
keberlangsungan pemakaian 
kontrasepsi 

            80,55  
      

80,65  
      

80,75  
      

80,85  
      

80,95  
      

79,55  
      

79,63  
      

79,76  
      79,88  

      
80,00  

98,76 98,74 98,77 98,80 98,83 

11 

Cakupan ketersediaan dan 
distribusi alat dan obat 
kontrasepsi untuk memenihi 
permintan masyarakat 

            98,00  
      

99,00  
        

100  
        

100  
        

100  
      

98,00  
      

99,00  
        

100  
        100  

        
100  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

12 

Persentase Faskes dan 
jejaringnya (diseluruh tingkat 
wilayah) yang bekerja sama 
dengan BPJS yang memberikan 
pelayanan KBKR sesuai dengan 
standarisasi pelayanan  

            90,00  
      

90,00  
      

90,00  
      

90,00  
      

90,00  
      

90,00  
      

90,00  
      

90,00  
      90,00  

      
90,00  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

13 
Persentase Remaja yang terkena 
Infeksi Menular Seksual (IMS) 

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

14 
Rata-rata usia kawin pertama 
wanita 

            23,10  
      

23,05  
      

22,95  
      

22,85  
      

22,80  
      

22,94  
      

22,92  
      

22,88  
      22,84  

      
22,79  

99,31 99,44 99,69 99,96 99,96 

15 
Cakupan penyediaan informasi 
Data Mikro Keluarga disetiap 
desa/Kelurahan 

              100  
        

100  
        

100  
        

100  
        

100  
        

100  
        

100  
        

100  
        100  

        
100  

100 100 100 100 100 

C 
PROGRAM PEMBERDAYAAN 
DAN PENINGKATAN 
KELUARGA SEJAHTERA (KS) 

                                    

1 

Perangkat Daerah (Dinas/Badan) 
yang berperan aktif dalam 
pembangunan daerah melalui 
Kampung KB 

      0 0 0 2 4 0 0 0 2 7 - - - 100 175 

2 
Cakupan anggota Bina Keluarga 
Balita (BKB) ber-KB  

            1.310  
      

1.320  
      

1.325  
      

1.340  
      

1.340  
      

1.285  
      

1.289  
      

1.297  
      1.304  

      
1.317  

98,09 97,65 97,89 97,31 98,28 

3 
Cakupan anggota Bina Kaluarga 
Remaja (BKR) ber-KB  

            1.650  
      

1.670  
      

1.680  
      

1.680  
      

1.690  
      

1.588  
      

1.597  
      

1.601  
      1.611  

      
1.629  

96,24 95,63 95,30 95,89 96,39 

4 
Cakupan Bna Keluarga Lansia 
(BKL) ber-KB 

              510  
        

515  
        

515  
        

520  
        

520  
        

413  
        

414  
        

419  
        424  

        
426  

80,98 80,39 81,36 81,54 81,92 

5 
Pusat pelayanan keluarga 
sejahtera (PPKS) disetiap 

      0 0 0 1 1 0 0 0 0 0       0 0 
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kecamatan 

6 
Cakupan remaja dalam pusat 
informasi dan konseling 
Remaja/Mahasiswa 

                98  
          

98  
        

100  
        

100  
        

100  
          

96  
          

96  
          

98  
        100  

        
100  

97,96 97,96 98,00 100,00 100,00 

7 

Cakupan PUS peserta KB 
anggota Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera 
(UPPKS) yang ber KB Mandiri 

            80,00  
      

80,00  
      

80,50  
      

80,50  
      

81,00  
      

75,25  
      

75,28  
      

75,33  
      75,35  

      
75,42  

94,06 94,10 93,58 93,60 93,11 

8 

Cakupan PKB / PLKB yang 
didayagunakan perangkat 
daerah KB untuk perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan 
daerah dibidang pengendalian 
penduduk dan KB 

                28  
          

28  
          

26  
          

24  
          

24  
          

24  
          

24  
          

24  
          24  

          
24  

85,71 85,71 92,31 100,00 100,00 

9 
Rasio Petugas Pembantu 
Pembina KB Desa (PPKBD) 
setiap desa/kelurahan  

              153  
        

153  
        

153  
        

153  
        

153  
        

153  
        

153  
        

153  
        153  

        
153  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

10 

Cakupan kelompok kegiatan 
yang melakukan Pembinaan 
keluarga melalui 8 fungsih 
keluarga   

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

11 

Cakupan Keluarga yang 
mempunyai balita dan anak yang 
memahami dan melaksanakan 
pengasuhan dan pembinaan 
tumbuh kembang anak  

            4.850  
      

4.860  
      

4.870  
      

4.880  
      

4.890  
      

4.740  
      

4.755  
      

4.763  
      4.769  

      
4.781  

97,73 97,84 97,80 97,73 97,77 
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2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BELANJA SKPD 5.751.559.768 7.101.541.363 7.185.306.420 9.090.984.178 12.452.016.870  5.548.036.512 6.737.651.133 6.836.204.958 6.895.990.555 11.714.669.651  96             95             95             76             94,08        16,11        16,11

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.797.532.048 3.211.755.963 3.206.586.058 1.782.008.278 2.016.548.263 2.794.802.812 3.194.547.213 3.206.473.558 1.796.508.278 2.008.467.263 100           99             100           101           100           (6,00)         -6,00

Belanja Gaji dan Tunjangan 2.531.532.048 2.750.220.963 2.822.887.308     1.368.872.183     1.506.625.763         2.530.467.031     2.747.720.963     2.822.787.308     1.368.372.183     1.506.125.763         100              100              100              100              100              (9,33)             -9,33

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 266.000.000 461.535.000 383.698.750        413.136.095        509.922.500            264.335.781        446.826.250        383.686.250        428.136.095        502.341.500            99                 97                 100              104              99                 11,99            11,99

BELANJA LANGSUNG 2.954.027.720 3.889.785.400 3.978.720.362 7.308.975.900 10.435.468.607  2.753.233.700 3.543.103.920 3.629.731.400 5.099.482.277 9.706.202.388    93             91             91             70             93,01        26,19        26,19

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 389.196.150    516.254.600    707.937.712    468.529.995    644.681.106       381.593.550    515.963.520    701.268.150    460.596.053    611.416.944       98             100           99             98,31        94,84        9,37          9,37

Penyediaan jasa surat menyurat 4.050.000             4.050.000             100              (100,00)        -100,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.150.000             2.250.000             2.384.000                           5.500.000                21.300.000 2.130.500             2.201.200                           1.796.000 4.994.500             10.828.000              99                 98                 75                 90,81           50,84           57,02            57,02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional64.163.000           53.926.700           32.000.000                       15.700.000                62.500.000 63.653.450           53.909.700                       26.045.100 14.532.500          55.993.500              99                 100              81                 92,56           89,59           (0,73)             -0,73

Penyediaan jasa kebersihan kantor 41.010.000           40.819.100           38.820.000                       55.964.000                36.586.000 40.250.000           40.772.800                       38.814.900 51.456.900          36.557.900              98                 100              100              91,95           99,92           (2,08)             -2,08

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -                         1.800.000                              5.000.000 1.800.000             4.950.000                100,00         99,00           73,53            73,53

Penyediaan alat tulis kantor 19.705.150           36.200.600           25.000.000                       12.615.100                32.360.106 19.556.000           36.199.800                       24.996.900 12.613.800          32.359.900              99                 100              100              100              100,00         10,05            10,05

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.300.000             10.528.200           8.000.000                           3.250.895                13.000.000 9.250.000             10.527.060                         7.989.800 3.250.200             12.981.900              99                 100              100              99,98           99,86           8,39              8,39

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 

kantor
-                                     35.000.000                  5.000.000 35.000.000          4.950.000                100              99,00           12,50            12,50

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‑undangan 4.500.000             4.000.000             89                 (100,00)        -100,00

Penyediaan makanan dan minuman 38.400.000           62.130.000           44.025.000                       13.125.000                30.000.000 38.125.000           62.120.860                       43.984.000 12.987.000          26.878.500              99                 100              100              98,95           89,60           (4,48)             -4,48

Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 132.680.000        175.750.000        357.848.712                 169.525.000              226.285.000 129.805.600        175.749.100        357.846.450        169.423.653        226.282.144            98                 100              100              99,94           100,00         8,81              8,81

Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 61.192.000           62.750.000           86.860.000                       39.100.000                46.650.000             58.773.000             62.583.000 86.795.000                      38.850.000                46.592.600 96                 100              100              99,36           99,88           (4,90)             -4,90

Pelayanan jasa administrasi keuangan 12.046.000                       12.000.000 100              (100,00)        -100,00

Penyediaan jasa pelayanan perkantoran -                         71.900.000           113.000.000                 116.950.000              166.000.000             71.900.000          113.000.000          115.687.500              153.042.500 100              100              99                 92,19           35,48            35,48

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.651.923.400 1.742.271.000 1.800.292.000 1.403.017.000 1.153.090.701    1.533.751.850 1.575.196.000 1.748.237.150 1.340.013.045 1.104.505.593    93             90             97             95,51        96             (6,44)         -6,44

Pembangunan gedung Kantor Dalduk dan KB Kabupaten -                         -                         

Pembangunan gedung kantor 1.170.400.000     652.900.000        712.000.000              1.152.000.000       1.055.076.500          652.900.000          703.479.000       1.089.463.595 90                 100              99                 94,57           (31,74)           -31,74

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional -                         -                         220.000.000                 219.988.000 100              -                0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 129.544.400        12.210.000           20.155.000                       39.000.000              153.000.000          128.150.350             12.210.000             15.774.000            38.941.100              152.513.020 99                 100              78                 99,85           100              6,63              6,63

Pengadaan peralatan gedung kantor -                         115.428.000        1.800.000                         55.095.150          115.423.000               1.771.000            54.686.500 100              98                 99                 -                0,00

Pengadaan Mebeleur 89.600.000           48.433.000           48.000.000           77.250.000                       89.600.000             48.433.000             46.805.000            77.250.000 100              100              98                 100              (34,03)           -34,03

Pengadaan Komputer 48.564.000           -                                     48.215.000 99                 (100,00)        -100,00

Pembangunan gedung kantor (DAU Pendamping DAK) 204.855.000        35.700.000                    203.750.000             35.650.000 99                 100              (85,16)           -85,16

Realisasi

Uraian

Tabel 2.4

Rata-Rata Pertumbuhan

Kabupaten Kepulauan Talaud

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5 1 2 3 4 5

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -

1 2 3
Anggaran

4

Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke - 

1 2 3 4 5
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Pengadaan mebeleur ( DAU Pendamping DAK ) 8.960.000             -                                       8.960.000 100              (100,00)        -100,00

Pembangunan gedung Kantor Badan KB dan PP Kabupaten -                         877.600.000                 710.580.000 81                 -                0,00

Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana
-                         798.337.000        37.916.850           375.000.000                     760.420.150            37.916.850              374.900.000 95                 100              100              30,96            30,96

Pembangunan Gedung Kantor BKBPP (Hutang) -                         41.755.000                      41.755.000 100              -                0,00

Pembangunan Aula Rapat Gedung Kantor Dinas Dalduk dan KB 

Kabupaten
607.947.777            559.949.650            92,10           100,00          100,00

Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB Kecamatan Essang 

Selatan T.A 2018 (Hutang)
17.142.924              17.142.923              100,00         100,00          100,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur -                   18.750.000      -                   -                   73.500.000         -                   18.750.000      -                   -                   73.216.000         100           100           79,67        79,67

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya -                         

Pengadaan pakaian kerja lapangan -                         

Pengadaan pakaian KORPRI -                         

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu -                         18.750.000           73.500.000              18.750.000           73.216.000              100              99,61           79,67            79,67

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42.320.000      105.009.600    -                   -                   -                      40.905.000      -                   -                   -                   -                      97             -           (28,72)       -28,72

Pendidikan dan pelatihan formal -                         

Sosialisasi peraturan perundang-undangan -                         

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 42.320.000           105.009.600        40.905.000           97                 -               (28,72)           -28,72

Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan 

komunikasi, informasi edukasi (KIE)/ advokasi KB
-                   -                   188.703.300    1.128.235.720 667.973.000       -                   -                   188.703.000    1.098.531.550 618.945.660       100           97             92,66        33,65        33,65

Pengadaan kendaraan -                         649.251.000        637.746.250        98,23           -                0,00

Pengadaan Sarana Kerja PLKB/ PKB (Smartphone) -                         187.135.000        187.000.000        99,93           -                0,00

Pengadaan Generasi Berencana (GenRe) Kit -                         188.703.300        188.703.000        100              -                0,00

Pengadaan Media Advokasi dan KIE -                         

Dukungan Media KIE dan Manajemen -                         291.849.720        450.973.000            273.785.300        415.462.660            94                 92,13           60,71            60,71

Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan 217.000.000            203.483.000            93,77           100,00          100,00

Program peningkatan daya jangkau dan kualitas 

pelayanan tenaga lini lapangan
361.015.000    171.905.000    -                   1.101.600.000 1.937.700.000    356.651.750    171.905.000    -                   -                   1.911.104.000    99             100           -           98,63        44,14        44,14

Pengadaan komputer 136.478.400        135.470.000        99                 (100,00)        -100,00

Pengadaan komputer (DAU pendamping DAK) 13.321.000           13.110.000           98                 (100,00)        -100,00

Pengadaan Peralatan Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan -                         108.185.000        384.400.000            108.185.000        367.991.000            100              95,73           78,04            78,04

Pembinaan program KB 51.547.600           49.560.000           96                 (100,00)        -100,00

Pengadaan Sarana kerja PLKB/ PKB 145.403.400        144.506.750        233.857.000            99                 (100,00)        -100,00

Pengadaan Sarana kerja PLKB/ PKB (DAU Pendamping DAK) 14.264.600           14.005.000           98                 (100,00)        -100,00

Pengadaan Sarana KIE Kit Kependudukan KB dan Pembangunan 

Keluarga (KKBPK)
-                         

Pengadaan sepeda motor bagi PKB/  PLKB dan KA. 

UPT/ PPLKB
-                         217.700.000            209.000.000            96                 100,00          100,00
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Pengadaan KIE Pendidikan Kependudukan -                         

Pengadaan Sarana kerja PPKBD/ Sub PPKBD Kit -                         234.000.000            -               100,00          100,00

Pembangunan Balai Penyuluh KB Kecamatan Damau (DPAL) -                         63.720.000           63.720.000           100              -                0,00

Pembinaan Kegiatan bagi PPKBD dan Sub PPKBD -                         1.101.600.000     1.101.600.000         1.100.256.000         -               100              50,00            50,00

Program Keluarga Berencana 105.333.220    663.521.500    957.577.200    3.055.320.280 5.700.623.800    104.170.550    604.693.400    839.871.200    2.073.116.129 5.167.521.891    99             91             88             68             91             53,38        53,38

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga 

miskin
-                         

Pelayanan KIE 71.136.220           70.045.000           98                 (100,00)        -100,00

Peningkatan perlindungan Hak Reproduksi Individu -                         

Promosi pelayanan Khiba -                         

Pendataan Keluarga 34.197.000           34.125.550           100              (100,00)        -100,00

Pembinaan Keluarga Berencana -                         49.100.000           49.100.000           100              -                0,00

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling -                         

Rapat Kerja Daerah Program KKB -                         97.000.000           133.255.600        105.308.200            85.608.000           133.249.600        104.487.200            88                 100              99,22           31,38            31,38

Pelayanan Jasa Balai Penyuluhan KB -                         367.560.000        405.210.000        1.040.963.280     1.620.628.000         322.803.200        396.459.600        681.722.129        1.447.063.947         88                 98                 65                 89                 47,19            47,19

Integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di 

Kampung KB
-                         102.500.000        2.014.357.000     1.951.920.000         1.391.394.000     1.603.302.500         -               69                 82                 47,97            47,97

Pembentukan Kampung KB -                         27.009.000           27.009.000           100              -                0,00

Pengadaan media media promosi KKBPK -                         52.898.600           52.898.600           100              -                0,00

Studi Banding Pengelolaan  Kampung KB -                         

Pengadaan BKL Kit -                         

Pengadaan media media promosi KKBPK -                         

Pemutahiran Data Keluarga -                         174.314.000        167.954.400        96                 -                0,00

Penyuluhan, Pembinaan dan Penggerakan IMP -                         62.390.000           62.300.000           99,86           -                0,00

Penyusunan Grand Desain Kependudukan Kabupaten Kepulauan 

Talaud
-                         

Pengadaan Media KIE Kelompok Bina Keluarga Lansia -                         149.861.500        147.182.200        98                 -                0,00

Pembuatan profil parameter kependudukan 205.045.600            198.596.841            96,85           100,00          100,00

Pemberdayaan Kelompok Kegiatan Masyarakat di Kampung KB 1.817.722.000         1.814.071.403         99,80           100,00          100,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   -                   -                   -                      

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 

(KRR)
-                         

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat -                         
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Program Pelayanan Kontrasepsi 89.745.000      141.010.100    22.600.000      62.680.000      185.000.000       89.400.500      127.227.700    15.830.000      37.633.200      177.972.000       100           90             70             60             96             19,01        19,01

Pelayanan konseling KB -                         

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB -                         

Pengadaan alat kontrasepsi -                         

Pelayanan KB medis operasi -                         

Orientasi R/ R bagi Bidan pengelola klinik KB -                         

Orientasi R/ R bagi Pengelola Program Tingkat Kecamatan 89.745.000           37.505.000           89.400.500           37.090.600           100              99                 (70,53)           -70,53

Refreshing CTU Implant Bagi Pengelola Klinik KB -                         50.000.000           50.000.000           100              -                0,00

Pelayanan Jasa Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi KB -                         22.680.000           22.600.000           62.680.000           45.000.000              9.785.000             15.830.000           37.633.200          38.987.000              43                 70,04           60,04           86,64           29,42            29,42

Lomba KB MKJP Antar Puskemas se Kabupaten Kepulauan 

Talaud
-                         

Pengadaan Obgyn Bed -                         

Pengadaan Implant Removal Kit -                         

Pengadaan IUD Kit -                         

Mutasi Data Keluarga -                         30.825.100           30.352.100           98                 -                0,00

Pengadaan tempat penyimpanan kit/ alat dan obat kontrasepsi 140.000.000            138.985.000            99,28           100,00          100,00

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Pelayanan KB/ KR yang Mandiri
192.260.150    50.660.000      227.845.150    89.592.905      -                      181.275.000    50.656.800      62.069.900      89.592.300      -                      94             100           27             100           # DIV/ 0! (34,31)       -34,31

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB -                         

Penyediaan operasional kelompok masyarakat peduli KB -                         

Pemberdayaan ekonomi keluarga -                         62.133.400           62.069.900           100              -                0,00

Pemantauan pengolahan dana pemerintah bagi usaha ekonomi 

mikro
-                         

Orientasi Kader Pendataan 133.620.000        125.785.000        94                 (100,00)        -100,00

Kegiatan telaahan program Keluarga Berencana -                         

Kegiatan Hari Keluarga Nasional 58.640.150           50.660.000           165.711.750        89.592.905           55.490.000           50.656.800           89.592.300          95                 100              -               100,00         (16,08)           -16,08

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR -                         

Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan 

kelompok sebaya diluar sekolah
-                         

Lomba PIK-R se Kabupaten Kepulauan Talaud -                         

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS 

termasuk HIV/ AIDS
50.479.000      -                   -                   -                   35.000.000         45.785.000      -                   -                   -                   19.289.000         91             55,11        (18,11)       -18,11

Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah 50.479.000           35.000.000              45.785.000           19.289.000              91                 55,11           (18,11)           -18,11
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Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang 

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
51.000.000      376.805.000    -                   -                   -                      375.470.900    -           100           (11,92)       -11,92

Pengadaan APE BKB Kit (DAK) -                         188.402.500        188.400.500        100              -                0,00

Pengadaan APE BKB KIT (DAU) -                         188.402.500        187.070.400        99                 -                0,00

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan 

pembinaan tumbuh kembang anak
51.000.000           50.495.000           99                 (100,00)        -100,00

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina 

Keluarga di Kecamatan
20.755.800      -                   73.765.000      -                   37.900.000         19.700.500      -                   73.752.000      -                   22.231.300         95             100           58,66        12,95        12,95

Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di 

Kecamatan
20.755.800           73.765.000           37.900.000              19.700.500           73.752.000           22.231.300              95                 100              58,66           12,95            12,95

Temu kreatifitas kader BKB -                         

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui 

kelompok kegiatan di Masyarakat
-                   103.598.600    -                   -                   -                      -                   103.240.600    -                   -                   -                      -            0,00

Lomba Posyandu Terpadu (BKB/ PAUD/ YANDU) -                         103.598.600        103.240.600        100              -                0,00
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2.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 

 Dalam rangka meningkatkan kinerja terutama dalam memberikan pelayanan yang optimal 

kepada masyarakat, maka perwujudan sumber daya yang berkualitas di bidang pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sangat diperlukan. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud dalam 

perkembangannya dituntut agar lebih mampu untuk meningkatkan kualitas kinerja institusional. Setelah 

melalui amatan dan analisis dalam jangka waktu tertentu untuk mengukur kualitas kinerja ini maka 

kerangka SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) tersusun sebagai berikut : 

 

1. Strength (Kekuatan)  

- Tersedianya aturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan dan 

pembangunan kependudukan dan keluarga berencana secara nasional. 

- Memiliki sarana dan fasilitas kantor yang cukup memadai seperti : gedung kantor dinas 

(saat ini masih dalam tahap pembangunan), Laptop/Notebook, PC Desktop, Printer dll. 

- Memiliki UPTD Balai Penyuluhan KB di Kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan 

program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Hingga saat 

ini sudah 17 Kecamatan yang telah memiliki Balai Penyuluhan KB. 

- Memiliki tenaga penyuluh PKB/PLKB yang tersebar pada 19 Kecamatan se Kabupaten 

Kepulauan Talaud. 

- Hubungan lintas sektoral dengan mitra kerja di tingkat kecamatan. 

- Mempunyai Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang terdiri dari PPKBD dan Sub 

PPKBD yang tersebar pada 143 Desa/Kelurahan se Kabupaten Kepulauan Talaud. 

 

2. Weakness (Kelemahan) 

- Belum adanya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang upaya pengendalian 

penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud; 

- Upaya pembinaan terhadap kelompok-kelompok tri bina (BKB, BKR, BKL) serta kelompok 

UPPKS belum maksimal; 

- Pelaksanaan tugas dan fungsi pada lini lapangan (PKB/PLKB) belum optimal; 

- Sumberdaya aparatur PD masih kurang. 

- Belum optimalnya pendayagunaan PPKBD dan Sub PPKBD pada lini lapangan. 
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3. Opportunity (Peluang)  

- Komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

- Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud yang 

makin meningkat; 

- Kerjasama dengan mitra kerja di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. 

 

4. Ancaman (Threats) 

- Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan 

pembinaan dan kemandirian peserta KB; 

- Kemajuan teknologi yang pesat berpotensi merusak masa depan generasi remaja baik di 

lingkungan sekolah maupun di luar sekolah; 

- Jumlah PD yang berpartisipasi dalam pembangunan di Kampung KB masih rendah 

sehingga bertpotensi gagalnya program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat; 

- Jumlah penduduk yang masih rendah dibeberapa wilayah memungkinkan timbulnya 

resistensi terhadap program KKBPK. 
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BAB  III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD 

 

 

 

 

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 

 Perencanaan pelayanan PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan 

tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan 

kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Rencana 

Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih 

menyisahkan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja 

pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

 Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum 

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan 

ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah 

dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa 

datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya 

yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan PD dalam 

pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada 

bagian ini, akan diuraikan berbagai permasalahan yang ada menurut tugas dan fungsi pada Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud.  

 

 Adapun berdasarkan identifikasi permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai 

berikut: 

1. Belum optimalnya pembangunan lintas sektoral yang dilaksanakan di 36 Kampung KB; 

2. Belum adanya Rancangan Induk tentang Pengendalian Penduduk; 

3. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang 

pengendalian kwantitas dan kwalitas penduduk belum tersusun; 

4. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi 

penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masih minim; 

5. Belum terbentuknya Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan; 

6. Tidak ada data akurat tentang cakupan kelompok kegiatan yang telah melakukan pembinaan 

keluarga melalui 8 fungsi keluarga; 
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7. Angka Unmeet Need (Jumlah Pasangan Usia Subur ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi) masih 

cukup tinggi; 

8. Cakupan peserta KB dengan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih 

rendah. 

 

 

3.2  Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

3.2.1 Visi 

  Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih, maka Visi RPJMD 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 adalah: 

 

 “MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI” 

 

3.2.2 Misi 

 Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal 

dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam 

pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam 

rangka mencapai perwujudan visi. 

 

Misi I : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih.  

   Bersih mengandung makna tidak kotor, tidak tercemar, tulus, ikhlas. artinya 

pembangunan manusia dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud berlandaskan 

pada sifat yang tulus dan bebas dari hal-hal yang sifatnya mengotori makna 

pembangunan masyarakat itu sendiri. 

Pembangunan yang bersih berangkat dari motor penggerak yang bersih. Untuk 

itu birokrasi sebagai motor penggerak pembanggunan wajib dilakukan yang namanya; 

Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dilakukan melalui : 

 1.1 Peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara 

 1.2 Penempatan right man on the right job 

 1.3 Penataan perangkat daerah 

 1.4 Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dan perangkat desa. 

 1.5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntable, 

transparan dan efektif, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang 
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berkualitas dan bebas korupsi. sisteme-planning, e-budgeting dan e-

procurement  

 1.6 Pembangunan Hotline yang bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat untuk 

pelaksanaan pembangunan yang pastisipatif menuju terwujudnya good 

governance dan clean government 

MISI II : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Elok.  

   Elok mengandung makna bagus, berbudi pekerti.artinya pemerintah daerah 

akan : 

 2.1 Melakukan penataan daerah secara akurat dan terpercaya dengan 

memperhatikan sisi keselarasan antara visi dan misi serta program unggulan 

yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten kepulauan Talaud 

 2.2 Sistem manajemen pemerintahan akan berfokus pada peningkatan 

akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil 

(outcome). sasaran dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu 

sendiri adalah : 

 2.2.1 Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 

secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungannya; 

 2.2.2 Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; 

 2.2.3 Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional; 

 2.2.4 Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

MISI III : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Ramah. 

  Ramah mengandung makna suatu perilaku dan sifat masyarakat yang akrab dengan 

pergaulan seperti suka senyum, sopan, hormat dalam berkomunikasi suka membantu 

tanpa pamrih yang dilakukan dengan ketulusan dan berprasangka baik terhadap orang 

lain yang sudah dikenal. Misi ini mengandung arti : 

 3.1 Keterbukaan sistem informasi : 

  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dibangun 

diatas fondasi transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan 

pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia, baik sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya alam yang tersedia 
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maupun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan 

sehingga mendorong dan menjamin iklim investasi yang kondusif dari aspek hukum 

dan keamanan guna mengembangkan kerjasama investasi regional, nasional, maupun 

internasional. 

 3.2 Kebijakan Pemerintah yang pro investor : 

 Seperti kemudahan administrasi, birokrasi satu atap, hingga peraturan ketenaga 

kerjaan. 

 3.3 Meningkatkan pendapatan daerah per kapita.karena hal ini mencerminkan 

daya beli masyarakat. makin tinggi pendapatan per kapita, daya beli pun makin tinggi 

dan menarik untuk dijadikan tempat investasi. 

MISI IV : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Berlandaskan 

Pada Kasih 

   Kasih mengandung makna, bukan hanya antara manusia dengan manusia, 

tetapi bisa juga antara Tuhan dengan manusia.dan dengan adanya rasa kasih tersebut 

membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Misi ini akan 

memperjuangkan nilai kemanusiaan dengan mengedepankan peningkatan sumber 

daya manusia itu sendiri dengan bertumpu pada prioritas; 

4.1 Pendidikan :Pada bidang pendidikan melalui : 

 4.1.1.  Pemberian beasiswa bagi seluruh masyarakat kabupaten kepulauan talaud 

yang tidak mampu mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, S1, S2, sampai jenjang 

pendidikan S3 hingga ke luar negeri; 

 4.1.2 Pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna peningkatan mutu dan 

kualitas; 

 4.1.3 Memperhatikan dan memberikan tunjangan bagi para guru pengajar terlebih 

yang berada di pulau-pulau terluar; 

4.2 Kesehatan :Dibidang kesehatan melalui; 

 4.2.1 Pelayanan kesehatan yang gratis dan berkualitas dengan mengoptimalkan 

pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS; 

 4.2.2 Memperhatikan asupan gisi masyarakat terlebih para lansia; 

 4.2.3 Memberikan fasilitas kesehatan dari puskesmas hingga rumah sakit umum 

yang berkualitas; 
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 4.2.4 Serta memperhatikan/memberi tunjangan bagi para tenaga kesehatan 

spesialis ataupun dengan meyekolahkan putra-putri daerah guna memiliki 

kemampuan spesialis dibidang kesehatan; 

4.3 Perekonomian masyarakat, dibidang perekonomian masyarakat 

4.3.1 Pemberian modal usaha guna meningkatkan jiwa enterpreneurship bagi 

masyarakat; 

4.3.2 Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan memberikan bantuan 

berupa modal usaha disektor perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan 

dan perdagangan; 

4.4 Infrastruktur 

 4.4.1 Perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni, 

 4.4.2 Memperjuangkan program perumahan nelayan 

 4.4.3 Membangun sarana dan prasarana berupa jalan, jembatan. drainase, 

maupun talud penahan ombak, 

 4.4.4 Perpanjangan bandara Melonguane 

 4.4.5 Ketersediaan air bersih 

 4.4.6 Energi Listrik 

4.4.7 Akses komunikasi dan transportasi baik darat, laut, maupun udara 

4.4.8 Pembangun infrastruktur lainnya yang akan meningkatkan produktivitas dan 

pemerataan ekonomi demi menuju Kabaupaten Talaud yang lebih diberkati. 

MISI V : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Yang 

Aman. 

   Aman mengandung arti terlindungi, bebas dari bahaya dan 

gangguan.Kabupaten Kepulauan Talaud secara geostrategis dan geopolitik memiliki 

peran penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.letaknya sebagai beranda 

depan NKRI memiliki potensi dan peluang untuk berkembang dengan baik, dibalik itu 

semua terdapat sejumlah isue yang mengganggu keamanan daerah perbatasan 

berupa ilegal fishing, ilegal traficing, terorisme, penyeludupan serta persoalan 

perbatasan lainnya. Langkah antisipatif melalui tata kelola masalah politik, keamanan 

dan ketertiban dengan baik melalui kebijakan : 

5.1 Membangun hubungan yang selaras dengan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi 



RENCANA STRATEGIS DINAS  PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020-2025 

32 

 

5.2 Membangun hubungan komunikatif dengan lembaga legislatif daerah 

5.3 Membanguan sinergitas Forum Koordiansi Pimpinan Daerah dan lembaga 

vertikal yang berada didaerah sehingga dengan memberikan rasa aman bagi 

warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud, disitulah kami sebagai 

pemerintah daerah hadir, disitulah negara hadir. 

MISI VI : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Tangguh.  

  Tangguh mengandung makna; kuat, andal, sulit dikalahkan, mandiri dan totalitas dalam 

bertindak. Sebagai satu kesatuan dari NKRI, Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki 

tantangan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara tangguh pada tahun 2045 dan 

menghadapi Revolusi Industri 4.0.Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pemerintahan 

yang kuat dan tangguh.Pemerintah yang kuat dan tangguh bisa dibangun lewat dua 

fondasi yaitu anggaran dan kebijakan yang tepat.Pemerintah menstimulasi masyarakat 

untuk menciptakan keadilan lewat rancangan anggaran dan kebijakan. Efek dari 

implementasi dari aspek tersebut akan menciptakan keadilan di masyarakat Kabupaten 

Kepulauan Talaud. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui 

tiga (3) strategi: 

6.1 Pengembangan potensi lokal melalui peningkatan ketahanan pangan, 

peningkatan nilai tambah produk dan peningkatan akses pasar, baik secara 

tradisional maupun modern; 

6.2 Perluasan kesempatan kerja di Kabuapten Kepulauan Talaud melalui 

pengembangan industri kreatif, pariwisata, berbasis kearifan lokal dan 

keindahan alam, serta penyiapan kawasan unggulan Minapolitan dan 

Agropilitan; 

6.3 Peningkatan infrastruktur yang mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah 

dan menurunkan disparitas wilayah 

3.3  Telahaan Renstra K/L dan Renstra PD 

 Pembangunan manusia Indonesia harus didasarkan pada manusia sebagai khalayak/obyek 

pembangunan. Di era yang sudah berubah ini, khalayak utama program BKKBN jika dilihat dari struktur 

umur maka yang menjadi konstituen utama adalah kaum millennial yang lahir pada kisaran tahun 1980-

2000an. Generasi Milennial sendiri dianggap berbeda dengan generasi sebelumnya dalam hal yang 

berkaitan dengan konsep diri, konsep hidup dan penggunaan teknologi informasi khususnya sosial media. 

Saat ini tercatat bahwa dari jumlah 265 juta penduduk, terdapat 81 juta Generasi Millenial yang berusia 

antara 15-39 tahun, sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki jumlah penduduk millennial 

sebanyak 33.604 jiwa. Dengan khalayak sasaran yang sudah berubah dan kondisi arus informasi yang 
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bebas dan cenderung tidak akurat, Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga merasa perlu membangun posisi baru yang menjadikannya tetap relevan dan terpercaya dalam 

informasi pembangunan keluarga berkualitas dalam membangun hubungan antara program 

pemerintahan dan khalayaknya. Konsep Rebranding yang dilakukan oleh BKKBN saat ini telah 

memposisikan diri sebagai “Sahabat yang membantu keluarga Indonesia dalam merencanakan 

kehidupan yang berkualitas” dengan mengembangkan tagline kampanye yang relevan sesuai 

perkembangan zaman dan cocok dengan seluruh karakteristik daerah di Indonesia dengan sebutan 

”Kalau Terencana, Semua Lebih Mudah” . Adapun isu-isu strategis yang diangkat oleh BKKBN pada 

tahun 2020-2024, adalah: 

 

1. Bonus Demografi 

Secara nasional terjadi penurunan Total Fertility Rate (TFR) dari 2,41 anak per Wanita Usia 

Subur (WUS) 15-49 tahun menjadi 2,38 anak per WUS. Situasi ini menjadi salah satu penentu 

struktur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif untuk 

membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi. 

2. Aging Population 

Dimana perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin menua 

merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Adapun 

hingga saat ini, pengelolaan penduduk yang termasuk kelompok lanjut usia (lansia) di Indonesia 

masih sangat mengandalkan peran keluarga dan komunitas. 

3. Pendekatan Siklus Hidup Berbasis Perencanaan Hidup Berkeluarga 

Hingga saat ini angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility 

Rate/ASFR) masih tinggi yakni sebesar 33 kelahiran per 1000 perempuan yang disebabkan 

karena rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan 

penyiapan kehidupan berkeluarga.  

4. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Secara Komprehensif 

Isu ini diangkat oleh karena dalam kurun waktu 2015-2020 terjadi penurunan angka penggunan 

kontrasepsi modern dari 57,9 persen menjadi 54,9 persen, kebutuhan ber-KB yang tidak dapat 

terlayani (Unmeet Need)  di Indonesia dikategorikan masih tinggi dan sudah mencapai 12,1 

persen, Tingginya perbedaan (disparitas) angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan Unmeet Need 

antar wilayah serta tingginya angka peserta KB yang putus pakai secara nasional. 

  

 Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka BKKBN dan Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi 

Utara sebagai instansi vertikal menetapkan Visi Tahun 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Keluarga 

Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang” .  Selain Visi, ditetapkan pula Misi    

diantaranya :  

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk 

seimbang; 
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2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif; 

3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup; 

4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global; 

5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi; 

6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur. 

 

 Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam kurun waktu 2020-2024 adalah 

sebagai berikut: 

 

No. Indikator Sasaran Strategis 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-

49 Tahun 
2,26 2.24 2.21 2.19 2.1 

2 Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive 

Prevelance Rate/mCPR) 
61,78 62,16 62,54 62,92 63,41 

3 Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need)  8,60 8,30 8,00 7,70 7,40 

4 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility 

Rate/ASFR 15-19) 
25 24 21 20 18 

5 Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)  53,57 55,00 57,00 59,00 61,00 

6 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita 

umur 25-49 tahun 
21,9 22,0 22,0 22,1 22,1 

 

 Berdasarkan indikator sasaran strategis BKKBN tersebut, maka yang menjadi permasalahan 

didalam pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan 

Talaud Tahun 2020-2025 adalah: 

1. Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR) 

Masih tingginya angka pemakaian kontrasepsi jangka pendek di Kabupaten Kepulauan Talaud 

(Kondom, Pil dan KB Suntik) menjadi tantangan tersendiri bagi PD teknis dalam pelayanannya 

oleh karena pola pemikiran yang masih keliru dari para akseptor KB yang takut berganti cara 

menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, MOP, MOW). Adapun jenis MKJP 

yang disukai oleh para akseptor hanyalah penggunaan Susuk KB/Implant. Sedangkan IUD, 

MOP, MOW belum begitu disukai oleh karena takut dengan efek samping pemakaiannya. 

Padahal ketiga jenis tersebut merupakan cara yang lebih efektif dan efisien serta tidak 

menimbulkan resiko kesehatan.; 
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2. Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need) 

Angka unmeet need di Kabupaten Kepulauan Talaud masih tergolong tinggi, namun berdasarkan 

hasil kajian terhadap tingginya angka unmeet need tersebut, sebenarnya penyebab utama 

adalah bukan karena ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di Klinik KB yang kurang memadai, 

namun karena ada kategori Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi 

tetapi tidak mau menggunakan alat dan obat kontrasepsi oleh karena faktor alasan pribadi; 

 

3.  Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 

Angka remaja usia 15-19 tahun yang melahirkan di Kabupaten Kepulauan Talaud masih rendah, 

tetapi bukan berarti pembinaan terhadap remaja sekolah harus diabaikan. Mengingat kemajuan 

teknologi informasi yang semakin maju, menciptakan berbagai peluang terjadinya kenakalan di 

kalangan remaja seperti seks bebas dan penggunaan napza.  

Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan 

Talaud tetap mengangkat permasalahan ini sebagai salah satu prioritas dalam pelayanannya. 

 

3.4  Telahaan RTRW dan KHLS 

 Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada dasarnya 

mempunyai keterkaitan dengan aspek RT/RW dan KLHS dimana dalam hal pengendalian penduduk ada 

2 aspek yang dinilai yaitu : 

1. Aspek kuantitas Penduduk 

2. Aspek kualitas Penduduk 

 Untuk aspek kuantitas penduduk berhubungan dengan RT/RW dan KLHS dimana menekan laju 

pertumbuhan penduduk diharapkan sesuai dengan tata ruang yang ada, sehingga penyebaran penduduk 

menjadi merata. 

 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

 Isu strategis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mendukung 

upaya pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud, antara lain: 

1) Pembangunan revolusi mental di kalangan generasi remaja melalui upaya pembinaan yang terdiri 

dari: 

a. Pembinaan Remaja melalui Kegiatan Generasi Berencana (GenRe) dan Pusat Informasi 

Konseling Remaja (PIK-R) di Sekolah; 

b. Pembinaan Terhadap Keluarga Remaja (BKR) 

c. Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja 
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2)  Pembangunan Keluarga yang terdiri dari : 

a. Perwujudan keluarga Berkualitas 

b. Peningkatan  pemahaman dan kesadaran tentang 8(delapan) fungsi keluarga 

c. Pembinaan kesertaan ber-KB bagi PUS anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, BEK) 

3) Percepatan penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan melalui Program Intervensi Lintas 

Sektoral di Kampung KB  

4) Belum optimalnya pengendalian Kematian Ibu Melahirkan dan Kematian Anak Balita melalui 

pengaturan jarak aman melahirkan dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Peningkatan pelayanan KB : 

 Jaminan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang  

 Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan pelayanan KB  

 Pelayanan KB di wilayah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 

 Sosialisasi, promosi, dan konseling  Kesehatan dan hak-hak Reproduksi 

b. Penguatan Advokasi dan KIE KB 

c. Peningkatan Advokasi dan KIE program Bangga Kencana 

d. Pembinaan Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader) 

e. Penguatan Kemitraan  
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1  Tujuan dan Sasaran Perangkaat Daerah 

 Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Periode 

2020 – 2025, yaitu Menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud Lebih Diberkati, maka SKPD Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan Tujuan dan 

Sasaran sebagai berikut : 

a. Tujuan 

 Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga di Kabupaten Kepulauan Talaud 

 

b. Sasaran 

 Meningkatnya upaya pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan 

Talaud 
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PEMETAAN  STRATEGI MELALUI PENDEKATAN POHON KINERJA 

 

Meningkatnya kualitas hidup keluarga di 

Kabupaten Kepulauan Talaud 

%Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 

 

MENINGKATNYA LAYANAN KELUARGA 

BERENCANA DI MASYARAKAT 
% CAKUPAN PESERTA KB BARU 
% CAKUPAN PESERTA KB AKTIF 

% LAYANAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, 
EDUKASI) 

 

Meningkatkan 

kualitas laporan 

pengendalian 

lapangan (FI 
Dallap) dan 

Laporan Pelayanan 

KB (FII KB) 

sebagai  evaluasi 

terhadap 
pelaksanaan 

program 

Kependudukan, 

Pembangunan 

Keluarga dan 

Keluarga Berencana 
Cakupan 

penyediaan data 

mikro di tiap desa  
 

Meningkatkan 

Pelaksanaan  

Pelayanan KIE 

Jumlah W US yang 
mendapatkan 

pelayanan 

konseling di Faskes 

KB 
 

 

 

 

 

Meningkatkan 

cakupan layanan 

PLKB dan Kader 

PPKBD /  Sub 
PPKBD 

Jumlah PLKB, 

PPKBD/ Sub 

PPKBD yang 

diberdayakan 
 
 

 

MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KELUARGA 

SEJAHTERA 
% PENINGKATAN TAHAPAN KELUARGA PRA SEJAHTERA 

KE KELUARGA SEJAHTERA 
% KELOMPOK KEGIATAN BKB, BKR, BKL YANG AKTIF 

 

 

POHON KINERJA 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

Meningkatkan 

upaya advokasi 

dan penggerakan 

program  
Kependudukan, 

Pembangunan 

Keluarga dan 

Keluarga 

Berencana di 
masyarakat 

Jumlah kegiatan 

penyuluhan dan 

penggerakan 

program KKBPK 

di Kecamatan 
 

Meningkatkan 

monitoring 

pencatatan, 

pelaporan dan 
stock opname 

alat/ obat 

kontrasepsi 

(alokon) 

Jumlah Faskes KB 
yang dimonitoring 

 

 

 
 

 

Terlaksananya 

Pengadaan Saranaa 

dan Prasarana 

KB/ KS 
Jumlah sarana dan 

prasarana KB/ KS 
 

 
 

 

 

Meningkatkan 

peran lintas sektor 

untuk 

menggerakkan 
masyarakat dalam 

pelayanan KB 

Jumlah masyarakat 

yang dilayani 

menjadi akseptor 
KB pada kegiatan 

PKK KB Kes, TNI 

Manunggal KB 

Kes, Bulan Bhakti 

Bhayangkara KB 

Kes 
 

 

 
 

 

Crosscutting DINAS KESEHATAN 

Meningkatkan 

pembangunan di 

Kampung KB 

Jumlah Kampung 
KB yang 

diberdayakan 

  
 

 

 

 

 

Meningkatkan 

pembinaan  kader 

dan kelompok 

BKB, BKR dan 
PIK-R di Sekolah 

Jumlah kader dan 

kelompok BKB, 

BKR dan PIK-R 

di sekolah  yang 
dibina 

 

 

 
 

 

Meningkatkan 

pembinaan  kader 

dan kelompok 

BKL 
Jumlah kader dan 

kelompok BKL 

yang dibina 

  
 

 

 

 

 

Crosscutting DINAS 
PENDIDIKAN 

Meningkatkan 

pembinaan  dan 

pemberdayaan 

kelompok UPPKS 
Jumlah kelompok 

UPPKS yang 

diberdayakan 

  
 

 

 

 

 

Crosscutting DINAS 
PERINDAG DAN UKM 

Menurunkan 

angka prevalensi 

Balita Stunting 

% Balita yang 
mengalami 

Stunting 

  
 

 

 

 

 

Crosscutting DINAS 
KESEHATAN 
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CASCADING KINERJA DINAS DALDUK DAN KB 

 
SASARAN 

STRATEGIS RPJMD 

TUJUAN PD 

SASARAN PD 

SASARAN 

PROGRAM 

 SASARAN 

KEGIATAN 

KEGIATAN 

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP KELUARGA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

% INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA 

MENINGKATNYA UPAYA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

% TOTAL FERTILITY RATE (TFR) 

% RATIO AKSEPTOR KB 

% ASFR 15-19 TAHUN 

% JUMLAH KELUARGA PRA SEJAHTERA 

MENINGKATKAN LAYANAN KELUARGA BERENCANA DI MASYARAKAT 

% CAKUPAN PESERTA KB BARU 

% CAKUPAN PESERTA KB AKTIF 

% LAYANAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI) 

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA 

% PENINGKATAN TAHAPAN KELUARGA PRA SEJAHTERA 

KE KELUARGA SEJAHTERA 

% KELOMPOK KEGIATAN BKB, BKR, BKL YANG AKTIF 

PROGRAM 

MENINGKATKAN PELAYANAN 

KIE 

 

Persentase Wanita  Usia  Subur 

(WUS) 15-49 Tahun di 

kecamatan  

yang 

menerima Informasi 

KB, mela lui media  

Elektronik, 

Media  Cetak, Media  

Penyiaran Radio dan 

media  la innya  

 

 

MENINGKATKAN 

MONITORING, 

PENCATATAN DAN 

PELAPORAN STOCK 

OPNAME ALAT/ OBAT 

KONTRASEPSI DI FASKES KB 

 

- Jumlah Alokon  KB yang 

disa lurkan ke Faskes KB 

 

- Jumlah stock opname 

a lokon di faskes KB 

 

 

MENINGKATKAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

YANG 

MENUNJANG 

KEGIATAN KIE 

KB/ KS 

 

Jumlah sarana 

dan prasarana KIE 

KB/ KS 

 

 

MENINGKATKAN 

PELAYANAN KB DI 

FASKES KB 

 

Jumlah Akseptor yang 

mendapat Pelayanan 

KB di Faskes 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENINGKATKAN PEMBINAAN 

KELOMPOK KEGIATAN BKB, BKR 

DAN BKL 

 

Persentase kelompok kegia tan 

BKB, BKR, BKL yang 

mendapatkan pembinaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERSUSUNNYA DATA DAN 

INFORMASI PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

KELUARGA, 

KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA 

 

- Persentase Pelaporan FI 

Pelkon dan FII Da llap  

 

- Jumlah tenaga lini 

lapangan yang 

diberdayakan 

 

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

KELUARGA MELALUI KELOMPOK 

USAHA PENINGKATAN 

PENDAPATAN KELUARGA 

SEJAHTERA (UPPKS) 

 

- Persentase Kelompok UPPKS 

Yang Mendapatkan Bantuan 

 

- Persentase Kader Kelompok 

UPPKS Yang Mendapatkan 

Pembinaan 

 

 

 

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 

KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI, 

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI 

KEARIFAN LOKAL 

 

 

 

KEGIATAN PENDAYAGUNAAN 

TENAGA PENYULUH KB/ PETUGAS 

LAPANGAN KB 

 

 

 

 

KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN 

KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA 

PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN /  

KOTA 

 

 

KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN 

PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

TINGKAT DAERAH KABUPATEN /  KOTA DALAM 

PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN 

KESERTAAN BER - KB 
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TUJUAN-SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

TAHUN 2020 - 2025 

           

           

           

NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Peningkatan kualitas 
hidup keluarga di 
Kabupaten Kepulauan 
Talaud 

Indeks 
Pembangunan 
Keluarga (IPK) 

Meningkatnya upaya 
pengendalian penduduk dan 
Keluarga Berencana di 
Kabupaten Kepulauan Talaud 

1 
Persentase Total Fertility 
Rate (TFR) 

1,18 1,17 1,15 1,13 1,00 

2 
Persentase Ratio Akseptor 
KB 

72,46% 73,15% 73,85% 74,20% 74,90% 

3 

Persentase Angka 
kelahiran remaja 
(perempuan usia 15-19) 
per 1.000 perempuan usia 
15-19 tahun ASFR 15-19) 

12,42% 12,30% 12,20% 12,15% 12,10% 

4 
Persentase Keluarga Pra 
Sejahtera 

45,00% 45,00% 40,00% 40,00% 40,00% 
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4.1.1 Tujuan 

 

 

NO 

RENSTRA LAMA RENSTRA BARU 

TUJUAN 

 

INDIKATOR KINERJA 

TUJUAN 

TUJUAN INDIKATOR 

KINERJA TUJUAN 

 Mewujudkan Keluarga 

Kecil, Bahagia dan 

Sejahtera 

- Meningkatkan Kualitas 

Hidup Keluarga di 

Kabupaten Kepulauan 

Talaud 

Persentase Indeks 

Pembangunan 

Keluarga 

 

 

4.1.2  Sasaran 

 

NO 

RENSTRA LAMA RENSTRA BARU 

SASARAN 

STRATEGIS 

 

INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 

SASARAN 

STRATEGIS 

 

INDIKATOR 

KINERJA SASARAN 

 Mewujudkan Keluarga 

Kecil, Bahagia dan 

Sejahtera 

- % TFR 

- % Ratio Akseptor     

  KB 

 

Meningkatnya upaya 

pengendalian 

penduduk dan 

keluarga berencana di 

Kabupaten Kepulauan 

Talaud 

- % TFR 

- % Ratio Akseptor 

KB 

- % ASFR 15-19 

Thn 

- % Keluarga Pra 

Sejahtera 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

 

 

 Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut dalam tabel tujuan dan sasaran jangka 

menengah PD, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan 

Talaud merumuskan arah kebijakan beserta strategi yang akan mendukung pencapaian target tujuan dan 

sasaran Renstra 2020-2025, diantaranya yaitu:  

 

a. Strategi 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR SASARAN 

STRATEGIS 
STRATEGI 

 Meningkatnya upaya 

pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana 

- % TFR 

- % Ratio Akseptor KB 

- % ASFR 15-19 Thn 

-   % Keluarga Pra 

Sejahtera 

1. Meningkatnya layanan 

keluarga berencana di 

masyarakat 

 

 

 2. Meningkatnya pembangunan 

keluarga sejahtera 

 

 

 

b. Kebijakan 

NO SASARAN STRATEGIS STRATEGI KEBIJAKAN 

 Meningkatnya upaya 

pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana 

Meningkatkan layanan 

keluarga berencana di 

masyarakat  

1. Meningkatkan cakupan 

layanan PLKB dan Kader 

PPKBD / Sub PPKBD  

 

2. Meningkatkan kualitas 

laporan pengendalian lapangan 

(FI Dallap) dan Laporan 

Pelayanan KB (FII KB) sebagai  

evaluasi terhadap pelaksanaan 

program Kependudukan, 

Pembangunan Keluarga dan 

Keluarga Berencana 

 

3. Meningkatkan upaya 

advokasi dan penggerakan 

program  Kependudukan, 

Pembangunan Keluarga dan 

Keluarga Berencana di 

masyarakat 
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NO SASARAN STRATEGIS STRATEGI KEBIJAKAN 

 Meningkatnya upaya 

pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana 

Meningkatkan layanan 

keluarga berencana di 

masyarakat  

4. Meningkatkan Pelaksanaan  

Pelayanan KIE 

 

5. Meningkatkan monitoring 

pencatatan, pelaporan dan 

stock opname alat/obat 

kontrasepsi (alokon) 

 

6. Terlaksananya Pengadaan 

Saranaa dan Prasarana KB/KS 

 

7. Meningkatkan peran lintas 

sektor untuk menggerakkan 

masyarakat dalam pelayanan 

KB 

 

  Meningkatnya upaya 

pembangunan keluarga 

sejahtera 

1. Meningkatkan pembangunan 

di Kampung KB 

 

2. Meningkatkan pembinaan  

kader dan kelompok BKB, BKR 

dan PIK-R di Sekolah 

 

3. Meningkatkan pembinaan  

kader dan kelompok BKL 

 

4. Meningkatkan pembinaan  

dan pemberdayaan kelompok 

UPPKS 

 

5. Menurunkan angka 

prevalensi Balita Stunting 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

 

 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut ; 
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Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 

 

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Peningkatan kualitas hidup 
keluarga di Kabupaten 
Kepulauan Talaud 

Indeks Pembangunan 
Keluarga (IPK) 

Meningkatnya upaya 
pengendalian penduduk 
dan Keluarga Berencana 
di Kabupaten Kepulauan 
Talaud 

1 
Persentase Total Fertility Rate 
(TFR) 

1,18 1,17 1,15 1,13 1,00 

2 Persentase Ratio Akseptor KB 72,46% 73,15% 73,85% 74,20% 74,90% 

3 

Persentase Angka kelahiran 
remaja (perempuan usia 15-19) 
per 1.000 perempuan usia 15-
19 tahun ASFR 15-19) 

12,42% 12,30% 12,20% 12,15% 12,10% 

4 
Persentase Keluarga Pra 
Sejahtera 

45,00% 45,00% 40,00% 40,00% 40,00% 
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03.2.01 Pelaksanaan 
Advokasi, 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 
Pengendalian 
Penduduk dan 
KB Sesuai 
Kearifan Budaya 
Lokal 

Terlaksannya Advokasi, 
Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) 
Pengendalian Penduduk 
dan KB Sesuai Kearifan 
Budaya Lokal 

  200 org             
125.000.000  

250 org             
150.000.000  

250 org             
150.000.000  

300 org             
175.000.000  

300 
org 

            
175.000.000  

300 org DAU 

03.2.01.01 Advokasi 
Program KKBPK 
kepada 
Stakeholders 
dan Mitra Kerja 

Terlaksananya kegiatan 
advokasi bagi para 
stakeholders dan mitra 
kerja 

  1 keg             
195.000.000  

1 keg             
195.000.000  

1 keg             
195.000.000  

1 keg             
205.000.000  

1 keg             
205.000.000  

1 keg DAU 

03.2.01.02 Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 
Program KKBPK 
Sesuai Kearifan 
Budaya Lokal 

Tersedianya dukungan 
media KIE dan 
manajemen 
bagi pengelolaan kegiatan 
BOKB 

  1 tahun             
200.710.000  

3 jenis             
210.000.000  

4 jenis             
250.000.000  

4 jenis             
250.000.000  

4 jenis             
250.000.000  

4 jenis DAK NON FISIK 

      03.2.01.03 Penyediaan dan 
Distribusi 
Sarana KIE 
Program KKBPK 

Tersedianya media KIE 
bagi 
PKB/PLKB, PPKBD/Sub 
PPKB dan Klinik KB 

  2 jenis          
1.340.768.000  

3 jenis          
1.400.000.000  

3 jenis          
1.500.000.000  

3 jenis          
1.500.000.000  

3 jenis          
1.500.000.000  

3 jenis DAK FISIK 

      03.2.01.04 Promosi dan 
KIE Program 
KKBPK Melalui 
Media Massa 
Cetak dan 
Elektronik Serta 
Media Luar 
Ruang 

Terselenggaaranya 
promosi dan KIE melalui 
media cetak, elektronik 
dan media luar ruang 

  2 kali             
100.000.000  

2 kali             
100.000.000  

2 kali             
100.000.000  

2 kali             
100.000.000  

2 kali             
100.000.000  

2 kali DAU 

      03.2.01.05 Penggunaan 

Media Massa 
Cetak, 
Elektronik dan 
Media Lainnya 
Sesuai Kearifan 
Budaya Lokal 
Dalam 
Pencitraan 
Program KKBPK 

Jumlah media yang 

dipergunakan untuk  
pencitraan Program 
KKBPK 

  1 jenis               

75.000.000  

1 jenis               

75.000.000  

1 jenis               

75.000.000  

1 jenis               

75.000.000  

1 jenis               

75.000.000  

1 jenis DAU 
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      03.2.01.06 Pelaksanaan 
Mekanisme 
Operasional 
Program KKBPK 
melalui Rapat 

Koordinasi 
Kecamatan 
(Rakorcam), 
Rapat 
Koordinasi Desa 
(Rakordes), dan 
Mini Lokakarya 
(Minilok) 

Terlaksananya rapat 
koordinasi program 
KKBPK 

  36 
Kampung 

KB 

            
350.000.000  

36 
Kampung 

KB 

            
350.000.000  

36 
Kampung 

KB 

            
350.000.000  

36 
Kampung 

KB 

            
350.000.000  

36 
Kamp
ung 
KB 

            
350.000.000  

36 
Kampung 

KB 

DAU 

      03.2.01.07 Pengelolaan 
operasional dan 
sarana di balai 
penyuluhan 
KKBPK 

Tersedianya operasional 
dansarana Balai Penyuluh 
KBKecamatan 

  18 Balai 
Penyuluh 
KB Kec 

         
1.778.000.000  

18 Balai 
Penyuluh 
KB Kec 

         
1.778.000.000  

18 Balai 
Penyuluh 
KB Kec 

         
1.778.000.000  

18 Balai 
Penyuluh 
KB Kec 

         
1.778.000.000  

18 
Balai 

Penyul
uh KB 
Kec 

         
1.778.000.000  

18 Balai 
Penyuluh 
KB Kec 

DAK NON FISIK 

      03.2.01.08 Pengendalian 
Program KKBPK 

Jumlah monev kegiatan 
KKBPK di kecamatan 

  19 kali               
80.000.000  

19 kali               
80.000.000  

19 kali               
80.000.000  

19 kali               
80.000.000  

19 kali               
80.000.000  

19 kali DAU 

      03.02.02 Pendayagunaan 
Tenaga 
Penyuluh KB/ 
Petugas 
Lapangan KB 
(PKB/PLKB) 

Jumlah tenaga penyuluh 
yang diberdayakan 

  24 org               
25.000.000  

24 org               
25.000.000  

24 org               
25.000.000  

24 org               
25.000.000  

24 org               
25.000.000  

24 org DAU 

      03.2.02.01 Pembinaan IMP 
dan Program 
KKBPK di lini 
lapangan oleh 
PKB/PLKB 

Jumlah kader PPKBD dan 
Sub PPKB yang 
melaksanakan pembinaan 
program KB di 
desa/kelurahan 

  153 org 
PPKBD 
dan 406 
org  Sub 
PPKBD 

            
110.000.000  

153 org 
PPKBD 
dan 406 
org  Sub 
PPKBD 

            
115.000.000  

153 org 
PPKBD 
dan 406 
org  Sub 
PPKBD 

            
120.000.000  

153 org 
PPKBD 
dan 406 
org  Sub 
PPKBD 

            
130.000.000  

153 
org 

PPKB
D dan 
406 
org  
Sub 

PPKB
D 

            
135.000.000  

153 org 
PPKBD dan 

406 org  
Sub PPKBD 

DAU 

      03.2.02.02 Penyediaan 
Sarana 
Pendukung 
Operasional 
PKB/PLKB 

Jumlah sarana/prasarana 
PKB/PLKB yang diadakan 

  2 jenis             
150.000.000  

3 jenis             
220.000.000  

3 jenis             
220.000.000  

4 jenis             
355.000.000  

4 jenis             
355.000.000  

4 jenis DAK FISIK 
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      03.2.02.03 Penguatan 
pelaksanaan 
Penyuluhan, 
Penggerakan, 
Pelayanan dan 

Pengembangan 
Program KKBPK 
untuk Petugas 
Keluarga 
Berencana/Peny
uluh Lapangan 
Keluarga 
Berencana 
(PKB/PLKB) 

Tersedianya Sarana 
Prasarana bagi 
PKB/PLKB 

  14 paket             
700.000.000  

0                               
-  

2 paket             
300.000.000  

0                               
-  

2 
paket 

            
300.000.000  

2 paket DAK FISIK 

      03.2.02.04 Penggerakan 
Kader Institusi 
Masyarakat 
Pedesaan (IMP) 

Tersedianya operasional 
bagi kader PPKBD/Sub 
PPKBD 

  626 org             
918.000.000  

626 org             
918.000.000  

626 org             
918.000.000  

626 org             
918.000.000  

626 
org 

            
918.000.000  

626 org DAK NON FISIK 

      03.02.03 Pengendalian 
dan 
Pendistribusian 
Kebutuhan Alat 
dan Obat 
Kontrasepsi 
Serta 
Pelaksanaan 
Pelayanan KB 
Di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Tersedianya Kegiatan 
Pengendalian 
Pendistribusian Alat dan 
Obat Kontrasepsi dan 
Sarana Penunjang 
Pelayanan KB Ke 
Fasilitas 
Kesehatan Termasuk 
Jaringan dan Jejaringnya 

  23 faskes 
KB 

              
49.000.000  

23 faskes 
KB 

            
123.844.000  

23 faskes 
KB 

            
125.000.000  

23 faskes 
KB 

            
125.000.000  

23 
faskes 

KB 

            
125.000.000  

23 faskes 
KB 

DAK NON FISIK 
DAN DAU 

      03.2.03.01 Pengendalian 
Pendistribusian 
Alat dan Obat 
Kontrasepsi dan 
Sarana 
Penunjang 
Pelayanan KB 
Ke Fasilitas 
Kesehatan 
Termasuk 
Jaringan dan 
Jejaringnya 

Jumlah monev 
penggunaan alokon  di 
faskes kecamatan 

  23 faskes 
KB 

            
123.844.000  

23 faskes 
KB 

            
125.000.000  

23 faskes 
KB 

            
125.000.000  

23 faskes 
KB 

            
135.000.000  

23 
faskes 

KB 

            
135.000.000  

23 faskes 
KB 

DAU 
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      03.2.03.02 Peningkatan 
Kompetensi 
Pengelola dan 
Petugas Logistik 
Alat dan Obat 
Kontrasepsi 
Serta Sarana 
Penunjang 
Pelayanan KB 

Tersedianya Kegiatan 
Peningkatan Kompetensi 
Pengelola dan Petugas 
Logistik Alat dan Obat 
Kontrasepsi Serta Sarana 
Penunjang Pelayanan KB 

  1 keg               
55.000.000  

0                               
-  

1 keg               
55.000.000  

0                               
-  

1 keg               
55.000.000  

1 keg DAU 

      03.2.03.03 Peningkatan 
Kesertaan 
Penggunaan 
Metode 
Kontrasepsi 
Jangka Panjang 
(MKJP) 

Jumlah peserta MKJP   8.500 org             
200.000.000  

8.550 org             
210.000.000  

8.600 org             
220.000.000  

8.700 org             
230.000.000  

8.750 
org 

            
240.000.000  

8.750 org DAU 

      03.2.03.04 Penyediaan 

Dukungan 
Ayoman 
Komplikasi 
Berat dan 
Kegagalan 
Penggunaan 
MKJP 

Jumlah akseptor MKJP 

yang memperoleh 
dukungan ayoman 
komplikasi berat dan 
kegagalan penggunaan 
MKJP 

  20 org               

70.000.000  

20 org               

70.000.000  

25 org               

87.500.000  

30 org             

105.000.000  

30 org             

105.000.000  

30 org DAU 

      03.2.03.05 Penyusunan 
Rencana 
Kebutuhan Alat 

dan Obat 
Kontrasepsi 
(Alokon) dan 
Sarana 
Penunjang 
Pelayanan KB 

Terlaksananya pelatihan 
penyusunan rencana 
kebutuhan alokon bagi 

pengelola gudang alokon 
KB dan bidan di faskes 
KB 

  25 org               
40.000.000  

25 org               
40.000.000  

25 org               
40.000.000  

25 org               
40.000.000  

25 org               
40.000.000  

25 org DAU 

      03.2.03.06 Penyediaan 
Sarana 
Penunjang 
Pelayanan KB 

Jumlah sarana yang 
diadakan 

  2 jenis             
400.000.000  

3 jenis             
500.000.000  

4 jenis             
500.000.000  

2 jenis             
400.000.000  

2 jenis             
400.000.000  

2 jenis DAK FISIK 

      03.2.03.07 Pembinaan 
Pasca 
Pelayanan Bagi 
Peserta KB 

Meningkatnya 
pemahaman bagi 
akseptor KB 

  75%             
105.000.000  

75%             
105.000.000  

80%             
110.000.000  

85%             
115.000.000  

90%             
120.000.000  

90%   
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      03.2.03.08 Pembinaan 
Pelayanan 
Keluarga 
Berencana dan 
Kesehatan 

Reproduksi di 
Fasilitas 
Kesehatan 
Termasuk 
Jaringan dan 
Jejaringnya 

Terlaksanya Pembinaan 
Pelayanan Keluarga 
Berencana dan 
Kesehatan Reproduksi di 
Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan dan 
Jejaringnya 

  23 faskes 
KB 

              
60.000.000  

23 faskes 
KB 

              
60.000.000  

23 faskes 
KB 

              
60.000.000  

23 faskes 
KB 

              
60.000.000  

23 
faskes 

KB 

              
60.000.000  

23 faskes 
KB 

DAU 

      03.2.03.09 Promosi dan 
Konseling 
Kesehatan 
Reproduksi, 
Serta Hak-Hak 
Reproduksi di 
Fasilitas 
Kesehatan dan 
Kelompok 
Kegiatan 

Meningkatnya 
pengetahuan dan 
pemahaman akseptor KB 

  75%             
105.000.000  

80%             
110.000.000  

85%             
115.000.000  

85%             
115.000.000  

85%             
115.000.000  

85% DAU 

      03.2.03.10 Peningkatan 
Kompetensi 
Tenaga 
Pelayanan 
Keluarga 
Berencana dan 
Kesehatan 
Reproduksi 

Jumlah pengelola klinik 
KB yang mendapatkan 
pelatihan 

  23 org               
80.000.000  

23 org               
80.000.000  

23 org               
80.000.000  

23 org               
80.000.000  

23 org               
80.000.000  

23 org DAU 

      03.2.03.11 Dukungan 
Operasional 
Pelayanan KB 
Bergerak 

Jumlah pelayanan KB 
bergerak 

  0                               
-  

0                               
-  

2 kec               
50.000.000  

4 kec             
100.000.000  

6 kec             
150.000.000  

6 kec DAU 

      03.2.03.12 Promosi dan 
Konseling KB 
Pasca 
Persalinan dan 
Pasca 
Keguguran 

Jumlah akseptor yang 
mendapatkan promosi 
dan konseling KB 

  100 org               
85.000.000  

120 org               
95.000.000  

130 org             
100.000.000  

140 org             
105.000.000  

150 
org 

            
110.000.000  

150 org DAU 

      03.2.03.13 Peningkatan 
Kesertaan KB 
Pria 

Jumlah akseptor KB Pria    20 org               
40.000.000  

25 org               
50.000.000  

30 org               
60.000.000  

30 org               
60.000.000  

40 org               
80.000.000  

40 org DAU 
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      03.02.04 Pemberdayaan 
dan 
Peningkatan 
Peran Serta 
Organisasi 

Kemasyarakata
n Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
Dalam 
Pelaksanaan 
Pelayanan dan 
Pembinaan 
Kesertaan Ber-
KB 

Terlaksananya kegiatan 
sosialiasi pelayanan dan 
pembinaan KB bagi 
organisasi 
kemasyarakatan di tkt 

kabupaten 

  1 keg             
250.000.000  

1 keg             
250.000.000  

1 keg             
250.000.000  

1 keg             
250.000.000  

1 keg             
250.000.000  

1 keg DAU 

      03.2.04.01 Penguatan 
Peran serta 
Organisasi 
Kemasyarakata
n dan Mitra 
Kerja Lainnya 
dalam 
Pelaksanaan  
Pelayanan dan 
Pembinaan 
Kesertaan Ber-
KB 

Jumlah tokoh masyarakat, 
tokoh agama dan tokoh 
adat yang memperoleh 
pelatihan 

  200 org             
150.000.000  

200 org             
150.000.000  

200 org             
150.000.000  

200 org             
150.000.000  

200 
org 

            
150.000.000  

200 org DAU 

      03.2.04.02 Integrasi 
Pembangunan 
Lintas Sektor di 
Kampung KB 

Tersedianya operasional 
kegiatan di Kampung KB 

  36 
Kampung 

KB 

         
2.144.625.000  

36 
Kampung 

KB 

         
2.144.625.000  

36 
Kampung 

KB 

         
2.144.625.000  

36 
Kampung 

KB 

         
2.144.625.000  

36 
Kamp
ung 
KB 

         
2.144.625.000  

36 
Kampung 

KB 

DAU 

      03.2.04.03 Pelaksanaan 
dan 
Pengelolaan 
Program KKBPK 
di Kampung KB 

Jumlah Pasangan Usia 
Subur (PUS) yang 
terlayani KB 

  16.100 
org 

            
200.000.000  

16.400 
org 

            
205.000.000  

16.700 
org 

            
210.000.000  

16.900 
org 

            
215.000.000  

17.100 
org 

            
220.000.000  

17.100 org DAU 

      03.2.04.04 Pembinaan 
Terpadu 
Kampung KB 

Jumlah kegiatan 
pembangunan  lintas 
sektor yang diadakan di 
Kampung KB 

  7 keg             
700.000.000  

9 OPD             
900.000.000  

10 OPD          
1.000.000.000  

12 OPD          
1.200.000.000  

15 
OPD 

         
1.500.000.000  

15 OPD DAU 

      04.02.01 Pelaksanaan 
Pembangunan 
Keluarga Melalui 
Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga 

Jumlah kecamatan yang 
mendapatkan pembinaan 
ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga 

  19 kec             
210.000.000  

19 kec             
210.000.000  

19 kec             
210.000.000  

19 kec             
210.000.000  

19 kec             
210.000.000  

19 kec DAU 
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      04.2.01.01 Pembentukan 
Kelompok 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga (Bina 
Keluarga Balita 
(BKB), Bina 
Keluarga 
Remaja (BKR), 
Pusat Informasi 
dan Koseling 
Remaja (PIK-R) 
Bina Keluarga 
Lansia (BKL), 
Unit 
Peningkatan 
Pendapatan 
Keluarga 
Sejahtera 
(UPPKS) dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga); 

Jumlah kelompok catur 
bina yang terbentuk 

  36 
kampung 

KB 

            
235.000.000  

0                               
-  

36 
kampung 

KB 

            
245.000.000  

0                               
-  

36 
kampu
ng KB 

            
255.000.000  

36 kampung 
KB 

DAU 

      04.2.01.02 Pengadaan 
Sarana  
Kelompok 
Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R 
dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPK
S); 

Jumlah sarana yang 
diadakan bagi kelompok 
catur bina 

  4 jenis             
550.000.000  

4 jenis             
550.000.000  

4 jenis             
550.000.000  

3 jenis             
400.000.000  

3 jenis             
400.000.000  

3 jenis DAK FISIK DAN 
DAU 

      04.2.01.03 Orientasi dan 
Pelatihan Teknis 

Pengelola  
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R 
dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPK
S); 

Terlaksananya orientasi 
kader catur bina 

  36 
kampung 

KB 

            
100.000.000  

36 
kampung 

KB 

            
100.000.000  

36 
kampung 

KB 

            
100.000.000  

36 
kampung 

KB 

            
100.000.000  

36 
kampu

ng KB 

            
100.000.000  

36 kampung 
KB 

DAU 
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      04.2.02.01
.04 

Orientasi/Pelatih
an Teknis  
Pelaksana/Kade
r Ketahanan dan 
Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R 
dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPK
S); 

Jumlah kader catur bina 
yang mendapatkan 
pelatihan 

  200 org             
200.000.000  

250 org             
250.000.000  

280 org             
280.000.000  

300 org             
300.000.000  

320 
org 

            
320.000.000  

320 org DAU 

      04.2.01.05 Penyediaan 
Biaya 
Operasional 
Bagi Pengelola 
dan Pelaksana 
(Kader)  
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R 
dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPK
S); 

Jumlah pengelola dan 
kader kelompok catur 
bina yang mendapatkan 
bantuan operasional 

  50 org             
150.000.000  

50 org             
150.000.000  

50 org             
150.000.000  

50 org             
150.000.000  

50 org             
150.000.000  

50 org DAU 

      04.2.01.06 Penyediaan 
Biaya 
Operasional 
Bagi Kelompok 
Kegiatan  
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R 
dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPK
S) 

Jumlah kelompok catur 
bina yang mendapatkan 
bantuan operasional 

  50 
kelompok 

            
300.000.000  

50 
kelompok 

            
300.000.000  

50 
kelompok 

            
300.000.000  

50 
kelompok 

            
300.000.000  

50 
kelom

pok 

            
300.000.000  

50 
kelompok 

DAU 
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      04.2.01.07 Promosi dan 
Sosialisasi 
Kelompok 
Kegiatan 
Ketahanan dan 

Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R 
dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPK
S); 

Tersebarnya informasi 
kepada masarakat 
tentang 
POKTAN dan kesejatraan 
keluarga 

  19 kec             
205.000.000  

10 kec             
150.000.000  

15 kec             
170.000.000  

10 kec             
150.000.000  

10 kec             
150.000.000  

10 kec DAU 

  04.2.01.08 Promosi dan 
Sosialisasi 
Kelompok 
Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga 
(Menjadi Orang 
Tua Hebat, 
Generasi 
Berencana, 
Kelanjutusiaan 
Serta 
Pengelolaan 
Keuangan 
Keluarga); 

Tersebarnya informasi 
poktan dan keluarga 
sejatra 
tentang orang tua 
hebat,generasi berencana 
dan lansia serta 
pengelolaan keuangan 
keluarga 

  19 kec             
200.000.000  

19 kec             
130.000.000  

19 kec             
127.766.000  

19 kec             
127.766.000  

19 kec             
127.766.000  

19 kec DAU 

  04.2.01.09 Penyerasian 
Kebijakan 
Dalam 
Pelaksanaan 
Program yang 
Mendukung 
Tercapainya IPK 

Terlaksananya 
penyerasian kebijakan  
program yang mendukung 
IPK 

  1 
kegiatan 

            
100.000.000  

1 
kegiatan 

            
100.000.000  

1 
kegiatan 

            
100.000.000  

1 
kegiatan 

            
100.000.000  

1 
kegiat

an 

            
120.000.000  

1 kegiatan DAU 

  04.2.01.10 Penyediaan dan 
Pengembangan 

Materi IPK 

Terlaksananya kegiatan 
sosialisasi Indeks 

Pembangunan Keluarga 
(IPK) 

  150 org             
140.000.000  

150 org             
140.000.000  

150 org             
140.000.000  

150 org             
140.000.000  

150 
org 

            
140.000.000  

750 org DAU 

  04.2.01.11 Advokasi dan 
Promosi IPK 

Terlaksananya kegiatan 
sosialisasi Indeks 
Pembangunan Keluarga 
(IPK) 

  150 org             
140.000.000  

150 org             
140.000.000  

150 org             
140.000.000  

150 org             
140.000.000  

150 
org 

            
140.000.000  

750 org DAU 
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      04.2.01.12 Sosialisasi IPK Meningkatnya 
pemahaman tentang IPK 

  150 org             
170.000.000  

150 org             
170.000.000  

150 org             
170.000.000  

150 org             
170.000.000  

150 
org 

            
170.000.000  

750 org DAU 

      04.2.01.13 Pelaksanaan 
Koordinasi 
Evaluasi 
Pencapaian IPK 

Terkoordinasinya 
pencapaian IPK 

  150 org             
165.000.000  

150 org             
165.000.000  

150 org             
165.000.000  

150 org             
165.000.000  

150 
org 

            
165.000.000  

750 org DAU 

      04.02.02 Pelaksanaan 

dan 
Peningkatan 
Peran Serta 
Organisasi 
Kemasyarakata
n Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/ Kota 
dalam 
Pembangunan 
Keluarga Melalui 
Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga 

Terlaksananya kegiatan 

sosialiasi pembinaan 
ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga 
bagi organisasi 
kemasyarakatan di tkt 
kabupaten 

  100 org             

150.000.000  

100 org             

150.000.000  

200 org             

225.000.000  

200 org             

225.000.000  

200 

org 

            

225.000.000  

200 org DAU 

      04.2.02.01 Penguatan 
Kebijakan 
Daerah dalam 
Rangka 
Pemberdayaan 
dan 
Peningkatan 
Peran Serta 
Organisasi 
Kemasyarakata
n dan Mitra 
Kerja Lainnya 
Dalam 
Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R 
dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPK
S); 

Jumlah perkada yang 
mengatur tentang 
pemberdayaan dan 
peningkatan peran serta 
Organisasi 
Kemasyarakatan dan 
Mitra Kerja Lainnya 
Dalam Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

  0                               
-  

0                               
-  

1 
dokumen 

              
20.000.000  

0                               
-  

1 
dokum

en 

              
20.000.000  

1 dokumen DAU 
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      04.2.02.02 Pendayagunaan 
Mitra Kerja dan 
Organisasi 
Kemasyarakata
n  Dalam 
Penggerakan 
Operasional 
Pembinaan 
Program 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R 
dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPK
S) 

Meningkatnya kerjasama 
antar 
intansi pengelola dan 
mitra 
kerja 

  5 kec               
30.000.000  

5 kec               
30.000.000  

5 kec               
30.000.000  

5 kec               
30.000.000  

5 kec               
30.000.000  

5 kec DAU 

      04.2.02.03 Pelaksanakan 
Peningkatan 
Kapasitas  Mitra 
dan Organisasi 
Kemasyarakata
n Dalam  
Pengelolaan 
Program 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R 
dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPK
S) 

Jumlah mitra kerja yang 
memperoleh pelatihan 
tentang Program 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga  

  300 org             
285.000.000  

50 org               
70.000.000  

50 org               
70.000.000  

50 org               
70.000.000  

50 org               
70.000.000  

50 org DAU 

      04.2.02.04 Promosi dan 
Sosialisasi 

Program 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga bagi 
Mitra Kerja 

Terlaksananya Promosi 
dan Sosialisasi Program 

Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
bagi Mitra Kerja 

  50 org               
75.000.000  

50 org               
75.000.000  

50 org               
75.000.000  

50 org               
75.000.000  

50 org               
75.000.000  

50 org DAU 
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      02.2.01 Pemaduan dan 
Sinkronisasi 
Kebijakan 
Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Dengan 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
Dalam Rangka 
Pengendalian 
Kuantitas 
Penduduk 

Jumlah kebijakan yang 
mengatur tentang 
Pengendalian Kuantitas 
Penduduk 

  0                               
-  

0                               
-  

1 
dokumen 

              
20.000.000  

0                               
-  

1 
dokum

en 

              
20.000.000  

1 dokumen DAU 

      02.2.01.01 Penyerasian 
Kebijakan 
Pembangunan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
terhadap 
Kependudukan, 
Keluarga 
Berencana dan 
Pembangunan 
Keluarga 
(Program 
KKBPK) 

Terlaksananya kegiatan 
sosialiasi  

  50 org               
65.000.000  

50 org               
65.000.000  

50 org               
65.000.000  

50 org               
65.000.000  

50 org               
65.000.000  

50 org DAU 

      02.2.01.02 Penyusunan 
dan 
Pemanfaatan 
Grand Design 
Pembangunan 
Kependudukan 
(GDPK) Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen grand 
desain pembangunan 
kependudukan yang 
tersusun  

  1 
dokumen 

            
150.000.000  

0                               
-  

1 
dokumen 

            
150.000.000  

0                               
-  

1 
dokum

en 

            
150.000.000  

1 dokumen DAU 

      02.2.01.03 Dukungan 
Pelaksanaan 
Survei/Pendataa
n Indeks 
Pembangunan 

Berwawasan 
Kependudukan 

Terlaksananya kegiatan 
survei 

  19 kec             
190.000.000  

19 kec             
190.000.000  

19 kec             
190.000.000  

19 kec             
190.000.000  

19 kec             
190.000.000  

19 kec DAU 

      02.2.01.04 Pelaksanaan 
Survei/Pendataa
n Indeks 
Pengetahuan 
Masyarakat 
tentang 
Kependudukan 

Jumlah KK yang didata   19 kec             
350.000.000  

19 kec             
350.000.000  

19 kec             
350.000.000  

19 kec             
350.000.000  

19 kec             
350.000.000  

19 kec DAU 
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      02.2.01.05 Penguatan 
Kerjasama 
Pelaksanaan 
Pendidikan 
Kependudukan 

Jalur Pendidikan 
Formal  

Terlaksananya kerja 
sama 
pendidikan kependudukan 
jalur formal 

  5 sekolah             
100.000.000  

5 sekolah             
100.000.000  

5 sekolah             
100.000.000  

5 sekolah             
100.000.000  

5 
sekola

h 

            
100.000.000  

5 sekolah DAU 

      02.2.01.06 Penguatan 
Kerjasama 
Pelaksanaan 
Pendidikan 
Kependudukan 
Jalur Pendidikan 
Nonformal 

Terlaksananya kerja 
sama 
pendidikan kependudukan 
jalur non formal 

  5 sekolah             
175.000.000  

0                               
-  

5 sekolah             
175.000.000  

0                               
-  

5 
sekola

h 

            
175.000.000  

5 sekolah DAU 

      02.2.01.07 Penyediaan dan 
Pengembangan 
Materi 
Pendidikan 
Kependudukan 
Jalur Pendidikan 
Formal  Sesuai 
Isu Lokal 
Kabupaten/Kota 

Jumlah materi pendidikan 
kependudukan formal 
yang diadakan 

  50 buku               
30.000.000  

50 buku               
30.000.000  

50 buku               
30.000.000  

50 buku               
30.000.000  

50 
buku 

              
30.000.000  

50 buku DAU 

      02.2.01.07 Penyediaan dan 
Pengembangan 
Materi 
Pendidikan 
Kependudukan 
Jalur Pendidikan 
Nonformal 
Sesuai Isu Lokal 
Kabupaten/Kota 

Jumlah materi pendidikan 
kependudukan non formal 
yang diadakan 

  

0 
                              
-  

0 
                              
-  

50 buku 
              

30.000.000  
50 buku 

              
30.000.000  

50 
buku 

              
30.000.000  

50 buku DAU 

      02.2.01.09 Advokasi, 
Sosialisasi dan 
Fasilitasi 
Pelaksanaan 
Pendidikan 
Kependudukan 
Jalur Formal di 
Satuan 
Pendidikan 
Jenjang SD/MI 
dan SLTP/MTS, 
Jalur Non 
Formal dan 
Informal 

Terlaksananya sosialisasi 
dan fasilitasi pelaksanaan 
Sekolah Siaga 
Kependudukan 

  

5 sekolah 
            

100.000.000  
0 

                              
-  

5 sekolah 
            

100.000.000  
0 

                              
-  

5 
sekola

h 

            
100.000.000  

5 sekolah DAU 
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      02.2.01.10 Implementasi 
Pendidikan 
Kependudukan 
Jalur Pendidikan 
Formal dan 
Nonformal 

Jumlah sekolah yang 
melaksanakan Pendidikan 
Kependudukan Jalur 
Pendidikan Formal dan 
Nonformal  

  

5 sekolah 
              

15.000.000  
5 sekolah 

              
15.000.000  

5 sekolah 
              

15.000.000  
5 sekolah 

              
15.000.000  

5 
sekola

h 

              
15.000.000  

5 sekolah DAU 

      02.2.01.11 Implementasi 
Pendidikan 
Kependudukan 
Jalur Informal di 
Kelompok 
Kegiatan 
Masyarakat 

Jumlah kelompok 
pendidikan luar sekolah 
yang melaksanakan 
Pendidikan 
Kependudukan Jalur 
Pendidikan Formal dan 
Nonformal  

  

0 
                              
-  

0 
                              
-  

1 
kelompok 

                
7.500.000  

2 
kelompok 

              
10.000.000  

2 
kelom

pok 

              
10.000.000  

2 kelompok DAU 

      02.2.01.12 Advokasi  
Tentang 
Pemanfaatan 
Kajian Dampak 
Kependudukan 
Beserta Model 
Solusi Strategis 
Sebagai 
Peringatan Dini 
Dampak 
Kependudukan 
kepada 
Pemangku 
Kepentingan 

Terlaksananya kegiatan 
advokasi kepada 
Pemangku Kepentingan 

  

50 org 
              

65.000.000  
50 org 

              
65.000.000  

50 org 
              

65.000.000  
50 org 

              
65.000.000  

50 org 
              

65.000.000  
50 org DAU 

      02.2.01.13 Sosialisasi 
Tentang 
Pemanfaatan 
Kajian Dampak 
Kependudukan 
Beserta Model 
Solusi Strategis 
Sebagai 
Peringatan Dini 
Dampak 
Kependudukan 
Kepada 
Pemangku 
Kepentingan; 

Jumlah sektor yang 
menyepakati dan 
memanfaatkan data profil 
(parameter dan proyeksi 
penduduk) untuk 
perencanaan dan 
pelaksanaan program 
pembangunan 

  

1 OPD 
              

15.500.000  
2 OPD 

              
17.500.000  

2 OPD 
              

17.500.000  
3 OPD 

              
18.500.000  

4 OPD 
              

20.000.000  
4 OPD DAU 

      02.2.01.14 Pelaksanaan 
Sarasehan Hasil 
Pemutakhiran 
Data Keluarga 

Meningkatnya kualitas 
data keluarga 

  

75% 
            

110.000.000  
80% 

            
120.000.000  

85% 
            

125.000.000  
90% 

            
130.000.000  

95% 
            

140.000.000  
95% DAU 

      02.2.01.15 Pelaksanaan 
Rapat 
Pengendalian 
Program KKBPK 

Terlaksanya rapat 
program KKBPK beserta 
mitra kerja di tkt 
kabupaten 

  

400 org 
            

315.000.000  
400 org 

            
315.000.000  

400 org 
            

315.000.000  
400 org 

            
315.000.000  

400 
org 

            
315.000.000  

400 org DAU 
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      02.02.02 Pemetaan 
Perkiraan 
Pengendalian 
Penduduk 
Cakupan 

Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Terlaksananya kegiatan 
Pemetaan Perkiraan 
Pengendalian Penduduk 
Cakupan di Kab. Kep. 
Talaud 

  

50 org 
              

60.000.000  
50 org 

              
60.000.000  

50 org 
              

60.000.000  
50 org 

              
60.000.000  

50 org 
              

60.000.000  
50 org DAU 

      02.2.02.01 Perumusan 
Parameter 
Kependudukan 

Tersusunya parameter 
kependudukan di Kab. 
Kep. Talaud 

  

1 dok 
              

25.000.000  
1 dok 

              
25.000.000  

1 dok 
              

25.000.000  
1 dok 

              
25.000.000  

1 dok 
              

25.000.000  
1 dok DAU 

      02.2.02.02 Penyediaan dan 
Pengolahan 
Data 
Kependudukan 

Terlaksananya kegiatan 
pendataan keluarga 

  

19 kec 
            

405.000.000  
19 kec 

            
405.000.000  

19 kec 
            

405.000.000  
19 kec 

            
405.000.000  

19 kec 
            

405.000.000  
19 kec DAU 

      02.2.02.03 Penyusunan 
Profil 
Kependudukan, 
Keluarga 
Berencana dan 
Pembangunan 
Keluarga 

Terlaksananya 
penyusunan 
profil kependudukan 

  

1 
dokumen 

            
150.000.000  

1 
dokumen 

            
150.000.000  

1 
dokumen 

            
150.000.000  

1 
dokumen 

            
150.000.000  

1 
dokum

en 

            
150.000.000  

1 dokumen DAU 

      02.2.02.04 Pemetaan 
Kependudukan 

Terlaksanya kegiatan 
pemetaan kependudukan 

  

50 org 
              

75.000.000  
50 org 

              
75.000.000  

50 org 
              

75.000.000  
50 org 

              
75.000.000  

50 org 
              

75.000.000  
50 org DAU 

      02.2.02.05 Penyusunan 
Kajian Dampak 
Kependudukan 

Jumlah kebijakan 
(Peraturan 
Daerah/Peraturan Kepala 

Daerah) yang mengatur 
tentang pengendalian 
kwantitas dan kwalitas 
penduduk 

  

0 
                              
-  

0 
                              
-  

1 
Perkada 

              
20.000.000  

1 
Perkada 

              
20.000.000  

1 
Perka

da 

              
20.000.000  

1 Perkada DAU 

      02.2.02.06 Pengembangan 
Model Solusi 
Strategis 
Pengendalian 
Dampak 
Kependudukan 

Jumlah model solusi 
strategis pengendalian 
dampak kependudukan 
yang dihasilkan 

  

0 
                              
-  

0 
                              
-  

1 dok 
              

20.000.000  
1 dok 

              
20.000.000  

1 dok 
              

20.000.000  
1 dok DAU 

      02.2.02.07 Pengukuran dan 
Perhitungan 
Indikator 
Kerentanan 
Dampak 
Kependudukan 
(Early Warning 
System/Peringat
an Dini) 

Terlaksananya kegiatan 
pengukuran dan 
Perhitungan Indikator 
Kerentanan Dampak 
Kependudukan (Early 
Warning 
System/Peringatan Dini) 

  

0 
                              
-  

0 
                              
-  

100 org 
            

110.000.000  
100 org 

            
110.000.000  

100 
org 

            
110.000.000  

100 org DAU 
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      02.2.02.08 Membentuk 
Rumah Data 
Kependudukan 
Di Kampung KB 
Untuk 

Memperkuat 
Integrasi 
Program KKBPK 
di Sektor Lain 

Terbentuknya Rumah 
Dataku di Kampung KB 

  

5 desa 
            

150.000.000  
5 desa 

            
110.000.000  

10 desa 
            

210.000.000  
15 desa 

            
280.000.000  

5 desa 
            

110.000.000  
5 desa DAU 

      02.2.02.09 Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraa
n Sistem 
Informasi 
Keluarga 

Terlaksananya 
pembinaan 
dan pengawasan SIGA 

  

19 kec 
            

250.000.000  
19 kec 

            
250.000.000  

19 kec 
            

250.000.000  
19 kec 

            
250.000.000  

19 kec 
            

250.000.000  
19 kec DAU 

  02.2.02.10 Pemanfaatan 
Data Hasil 
Pemutakhiran 
Data Keluarga 

Jumlah sektor yang 
memanfaatkan hasil 
pendataan keluarga 

  

2 OPD 
              

25.000.000  
2 OPD 

              
25.000.000  

2 OPD 
              

25.000.000  
4 OPD 

              
40.000.000  

4 OPD 
              

45.000.000  
4 OPD DAU 

  02.2.02.11 Penyediaan 
Data dan 
Informasi 
Keluarga 

Tersedianya Data dan 
Informasi Keluarga 

  

19 kec 
            

200.000.000  
19 kec 

            
200.000.000  

19 kec 
            

220.000.000  
19 kec 

            
220.000.000  

19 kec 
            

230.000.000  
19 kec DAU 

      02.2.02.12 Pencatatan dan 
Pengumpulan 
Data Keluarga 

Terlaksaanya kegiatan 
pencatatan dan 
pengumpulan data  

  

19 kec 
            

310.000.000  
19 kec 

            
310.000.000  

19 kec 
            

310.000.000  
19 kec 

            
310.000.000  

19 kec 
            

310.000.000  
19 kec DAU 

      02.2.02.13 Pengolahan dan 

Pelaporan Data 
Pengendalian 
Lapangan dan 
Pelayanan KB 

Persentase faskes KB 

dan PKB/PLKB yang 
melapor setiap bulannya 

  

75% 
              

22.000.000  
80% 

              
24.000.000  

85% 
              

26.000.000  
90% 

              
28.000.000  

95% 
              

30.000.000  
95% DAU 

      02.2.02.14 Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pencatatan dan 
Pelaporan 
Program KKBPK 

Persentase laporan FI 
Dalap dan FII KB yang 
dilaporkan ke pusat 

  

75% 
              

15.000.000  
80% 

              
17.500.000  

85% 
              

20.000.000  
90% 

              
22.500.000  

95% 
              

25.000.000  
95% DAU 

      01 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah : 

Persentase Pembiayaan 
Program 
Kependudukan, 
Keluarga Bencana dan 
Pembangunan Keluarga 
melalui APBD dan 
APBDes 

  0,00092      5.014.440.273  0,00088      3.451.050.263  0,00072      3.841.048.330  0,00118      3.499.101.450  0,0001
9 

     3.686.552.340  0,00019 DAU/ DAK 
FISIK 
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  01.2.02.01 Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Tersedianya gaji dan 
tunjangan ASN Dinas 
Pengendalian Penduduk 
dan 
KB 

  12 bulan          
2.240.940.273  

12 bulan          
2.020.550.263  

12 bulan          
2.116.548.330  

12 bulan          
2.111.601.450  

12 
bulan 

         
2.109.552.340  

12 bulan DAU 

      01.2.01.01 Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Tersusunnya Dokumen 
Rensta dan Renja SKPD 

  1 
dokumen 

Renja 

              
15.000.000  

1 
dokumen 

Renja 

              
15.000.000  

1 
dokumen 

Renja 

              
15.000.000  

1 
dokumen 

Renja 

              
25.000.000  

1 
dokum

en 
Renja, 

1 
dokum

en 
Renstr

a 

              
25.000.000  

1 dokumen 
Renja, 1 

dokumen 
Renstra 

DAU 

      01.2.01.02 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 

Tersusunnya Dokumen 
RKA 

  1 
dokumen 

                
7.500.000  

1 
dokumen 

                
7.500.000  

1 
dokumen 

                
7.500.000  

1 
dokumen 

                
7.500.000  

1 
dokum

en 

                
7.500.000  

1 dokumen DAU 

      01.2.01.03 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD 

Tersusunnya Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

  1 
dokumen 

                
7.500.000  

1 
dokumen 

                
7.500.000  

1 
dokumen 

                
7.500.000  

1 
dokumen 

                
7.500.000  

1 
dokum

en 

                
7.500.000  

1 dokumen DAU 

      01.2.01.04 Koordinasi dan 
Penyusunan 
DPA-SKPD 

Tersusunnya DPA SKPD   1 
dokumen 

              
12.500.000  

1 
dokumen 

              
12.500.000  

1 
dokumen 

              
12.500.000  

1 
dokumen 

              
12.500.000  

1 
dokum

en 

              
12.500.000  

1 dokumen DAU 

      01.2.01.05 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan 
DPA-SKPD 

Tersusunnya DPA 
Perubahan SKPD 

  1 
dokumen 

              
12.500.000  

1 
dokumen 

              
12.500.000  

1 
dokumen 

              
12.500.000  

1 
dokumen 

              
12.500.000  

1 
dokum

en 

              
12.500.000  

1 dokumen DAU 

      01.2.01.06 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

Tersusunnya Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

  1 
dokumen 

              
10.000.000  

1 
dokumen 

              
10.000.000  

1 
dokumen 

              
10.000.000  

1 
dokumen 

              
10.000.000  

1 
dokum

en 

              
10.000.000  

1 dokumen DAU 

     01.2.02.07 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran 
SKPD 

Tersusunnya Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran SKPD 

  18 
dokumen 

              
25.000.000  

18 
dokumen 

              
25.000.000  

18 
dokumen 

              
25.000.000  

18 
dokumen 

              
25.000.000  

18 
dokum

en 

              
25.000.000  

18 dokumen DAU 
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     01.2.02.05 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Tersusunnya Laporan  
 Keuangan Akhir Tahun 

  1 
dokumen 

                
7.500.000  

1 
dokumen 

                
7.500.000  

1 
dokumen 

                
7.500.000  

1 
dokumen 

                
7.500.000  

1 
dokum

en 

                
7.500.000  

1 dokumen DAU 

     01.2.03.04 Pembinaan, 
Pengawasan, 
dan 
Pengendalian 
Barang Milik 
Daerah pada 
SKPD 

Tersusunnya laporan 
hasil pembinaan, 
pengawasan dan 
pengendalian BMD SKPD 

  4 
Laporan 

              
55.000.000  

4 
Laporan 

              
55.000.000  

4 
Laporan 

              
55.000.000  

4 
Laporan 

              
55.000.000  

4 
Lapor

an 

              
55.000.000  

1 laporan DAU 

     01.2.08.02 Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Tersedianya listrik, air dan 
internet kantor 

  1000 m3, 
listrik 

48.000 
Kwh 

              
35.000.000  

12 bulan 
40.000 

kwh 
2.500 m3 

              
35.000.000  

12 bulan 
40.000 

kwh 
2.500 m3 

              
35.000.000  

12 bulan 
40.000 

kwh 
2.500 m3 

              
35.000.000  

12 
bulan 

40.000 
kwh 

2.500 
m3 

              
35.000.000  

12 bulan 
40.000 kwh 
2.500 m3 

DAU 

     01.2.09.01 Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 

Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Tersedianya  Jasa 
Pemeliharaan dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas/ Operasional 

  4 unit 
dan 10 
jenis 

barang 

              
50.000.000  

4 unit 
dan 10 
jenis 

barang 

              
42.500.000  

4 unit 
dan 10 
jenis 

barang 

              
42.500.000  

4 unit 
dan 10 
jenis 

barang 

              
42.500.000  

4 unit 
dan 10 
jenis 

baran
g 

              
42.500.000  

4 unit dan 
10 jenis 
barang 

DAU 

     01.2.08.04 Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

  12 bulan             
180.000.000  

12 bulan             
180.000.000  

12 bulan             
180.000.000  

12 bulan             
180.000.000  

12 
bulan 

            
180.000.000  

12 bulan DAU 

     01.2.03.09 Penyediaan 
Jasa Perbaikan 
Peralatan Kerja 

Tersedianya Jasa 
Perbaikan Peralatan Kerja 

  2 unit               
15.000.000  

10 unit                 
5.000.000  

10 unit                 
5.000.000  

10 unit                 
5.000.000  

5 unit                 
2.500.000  

5 unit DAU 

      01.2.03.10 Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

Tersedianya Alat Tulis 
Kantor 

  24 jenis               
45.000.000  

24 jenis               
33.000.000  

25 jenis               
35.000.000  

25 jenis               
35.000.000  

25 
jenis 

              
35.000.000  

25 jenis DAU 

     01.2.03.11 Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

Tersedianya Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

  25000 lbr               
17.500.000  

50.000 
lbr 

              
17.500.000  

50.000 
lbr 

              
17.500.000  

50.000 
lbr 

              
17.500.000  

50.000 
lbr 

              
17.500.000  

50.000 lbr DAU 

     01.2.06.04 Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Tersedianya bahan 
logistik kantor 

  5 jenis               
65.000.000  

5 jenis               
65.000.000  

5 jenis               
65.000.000  

5 jenis               
65.000.000  

5 jenis               
65.000.000  

5 jenis DAU 
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     01.2.03.18 Rapat-Rapat 
Kordinasi dan 
Konsultasi ke 
Luar Daerah 

Terlaksannya kegiatan 
rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi di luar daerah 

  10 kali             
295.000.000  

25 kali             
150.000.000  

30             
205.000.000  

30             
205.000.000  

30             
205.000.000  

30 DAU 

     01.2.03.20 Pengadaan 
Kendaraan 
Dinas 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Tersedianya kendaraan 
dinas/operasional kantor 

  1 unit 
mobil, 15 

unit 
motor 

         
1.000.000.000  

0                               
-  

0                               
-  

0                               
-  

0                               
-  

1 unit mobil, 
15 unit 
motor 

DAU 

     01.2.03.22 Pengadaan 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 

Terlaksananya 
pengadaan 
perlengkapan gedung 
kantor 

  20 unit             
160.000.000  

15 unit             
150.000.000  

10 unit             
100.000.000  

10 unit             
100.000.000  

15 unit             
150.000.000  

15 unit DAU 

     01.2.03.24 Pengadaan 
Peralatan 
Gedung Kantor 

Terlaksananya 
pengadaan 
peralatan gedung kantor 

  20 unit             
196.500.000  

10 unit             
105.000.000  

15 unit             
200.000.000  

10 unit             
110.000.000  

10 unit             
110.000.000  

10 unit DAU 

     01.2.03.25 Pengadaan 
Mebeleur 

Terlaksananya 
Pengadaan 
Meubeluer Gedung 
Kantor 

  25 unit               
85.000.000  

30 unit               
65.000.000  

0                               
-  

0                               
-  

30 unit               
65.000.000  

30 unit DAU 

     01.2.04.02 Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta 
Perlengkapanny

a 

Terlaksananya 
Pengadaan 
Pakaian Dinas Beserta 
Perlengkapannya 

  30 
pasang 

              
35.000.000  

0                               
-  

30 
pasang 

              
35.000.000  

0                               
-  

30 
pasan

g 

              
35.000.000  

30 pasang DAU 

     01.2.04.04 Pengadaan 
Pakaian 
KORPRI 

Terlaksananya 
Pengadaan Pakaian 
KORPRI 

  30 
pasang 

              
42.000.000  

0                               
-  

30 
pasang 

              
42.000.000  

0                               
-  

30 
pasan

g 

              
42.000.000  

30 pasang DAU 

     01.2.04.09 Pendidikan dan 
Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi 

Terlaksananya Diklat 
Prajabatan bagi Pejabat 
Struktural Esselon II, III 
dan IV 

                 
-  

                              
-  

5 orang             
250.000.000  

5 orang             
250.000.000  

5 orang             
250.000.000  

5 
orang 

            
250.000.000  

5 orang DAU 

     01.2.04.11 Bimbingan 
Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Terlaksananya kegiatan 
bimtek 

                 
-  

                              
-  

10 orang             
180.000.000  

10 orang             
180.000.000  

10 orang             
180.000.000  

10 
orang 

            
180.000.000  

10 orang DAU 
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     01.2.03.28 Pemeliharaan/re
habilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Terlaksananya rehabilitasi 
gedung kantor dan 
bangunan lainnya 

   2 unit              
400.000.000  

0                               
-  

1 unit             
180.000.000  

0                               
-  

0                               
-  

3 unit DAU/DAK FISIK 

TOTAL      22.791.887.273       20.084.519.263       22.332.939.330       21.256.492.450       22.819.943.340    
DAU / DAK 
FISIK / NON 

FISIK 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 

 

 

 Sebagai tolok ukur kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kepulauan Talaud selama periode waktu tahun 2020-2025, maka ditetapkan target 

pencapaian indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan 

pencapaian visi dan misi PD mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator 

kinerja tujuan dan sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis, 

serta indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator 

Kinerja Kunci (IKK). IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah 

memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih 

dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPJMD Kabupaten 

Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025. Selanjutnya, sebagai tolok ukur penilaian kinerja sasaran strategis 

Renstra Dinas Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

2020-2025 maka indikator Kinerja Utama (IKU) diuraikan pada tabel sebagai berikut : 
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TABEL 6.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) 

Kondisi 
Indikator 
Kinerja 

Pada Awal 
RENSTRA 

(2020) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode 

RPJMD 

Perangkat 
Daerah 

Penanggun
g Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   

URUSAN  PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

1. PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

1) % Cakupan 
perserta KB 
Baru 

  85% 
          

22.791.887.273  

85% 
          

20.084.519.263  

90% 
          

22.332.939.330  

90% 
          

21.256.492.450  

90% 
          

22.819.943.340  

90%   Dinas 
Pengendalia
n Penduduk 
dan KB 2. PROGRAM 

PEMBINAAN KELUARGA 
BERENCANA (KB) 

2) % Cakupan 
perserta KB Aktif 

  90%   90%   93%   95%   95%   95%   

3. PROGRAM 
PEMBERDAYAAN DAN 
PENINGKATAN 
KELUARGA SEJAHTERA 
(KS) 

3) % Layanan KIE   72,46%   73,15%   73,85%   74,20%   74,90%   74,90%   

4) % Peningkatan 
Tahapan 
Keluarga Pra 
Sejahtera ke 
Keluarga 
Sejahtera 

  20,00%   25,00%   30,00%   35,00%   40,00%   40,00%   

5) % Kelompok 
Kegiatan BKB, 
BKR, BKL yang 
aktif 

  75,00%   75,00%   80,00%   80,00%   85,00%   85,00%   

                                

T O T A L   
          

22.791.887.273  
  

          
20.084.519.263  

  
          

22.332.939.330  
  

          
21.256.492.450  

  
          

22.819.943.340  
0     
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

 

 

 Rencana Strategi (RENSTRA) PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 

yang memuat penjabaran target capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan program PD dalam 

mendukung capaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih. Dengan 

tersusunnya Rencana Strategi (RENSTRA) PD tahun 2020-2025 yang telah mengalami revisi ini, Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud telah memiliki pedoman 

untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana Strategi inilah akan dipakai sebagai 

acuan dasar dalam pengambilan langkah dan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara 

terencana, terkoordinasi dan harmonis.  

 Penyusunan Renstra ini telah diupayakan sebaik-baiknya, tetapi tidak tertutup kemungkinan 

masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, dan kami tetap mengharap masukan yang 

membangun serta kerjasamanya di masa yang akan datang untuk penyempurnaan dan revisi RENSTRA 

kedepan apabila dikehendaki terjadinya revisi.  

 Demikian Rencana dan Strategi ( RENSTRA) PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020-2025 disusun sebagai tindak lajut kebijakan 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud 

dan disampaikan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. 
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